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BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN Dg@m KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN, PENGELOLAAN yiNGKUNGAq HIDUP

Menimbang:

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'.
BUIPATI NIAS UTARA

bahwa pelaksanaan prinsip pemban,g,unan berkelanjutan yang
berkualitas dan berkeadilan Jmerupakan tanggung jawab
pemerintahan daerah dan partwlpam masyarakat serta dunia
usaha untuk melesta_rlkan dan mengembangkan kemampuan
lingkungan hldup yang serasi, selaras dan seimbang;

bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan
lingkungan hidup di Kabupaten Nias Utara yang melipull
pencemaran linglkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha
dan/atau kegi;’,{tem vang mengakibatkan ‘menurunnya daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dJdapat
mengancam keglangsungan hidup manusia serta makhiuk hidup
lagy nya,

bakwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang lefektif meme rlukan landasan hukum yang
komprehensif, taat asas dan dapat dijalankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud valam
huruf a, huruf b, dan huruf c, ‘periu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perlindungan dan Pengetolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 18 ayat: {(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 1

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembeniukan
Kabupaten Nias$ Utara di Provinsi Sumatera. Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negaya Republik Indonesia Nomor 4929);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembarcm Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temamgD Pemerint than
Daerah (Lembaran Negara Repubhk (ndonesia Tahun 20 (4. Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587%

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor | Tahun 2015
tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah [RTRW] Kabupaten Nias
Utara.
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PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu |
Pengertian

Pasal 1

.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud den'ganl:

Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. -

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.

Bupati adalah Bupati Nias Utara. "

Kantor-adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nias Ulara.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor ngkungan Hidup Daerah Kabupaten
Nias Utara.

Pejabat Pengawas ngkungan Hldup Daerah, yang selanjutnya disingkat
PPLHD adalah pegawal negeri sipil yang berada pada instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota yang ciberi
tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk. melakukan pengawasan.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik
PPNS adalah pegawal negeri sipil yang berada pada instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang perlindungan dan
pengelolaan [lke tkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang
berwenang umy- 1k melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan
hidup.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang,dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, vang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan Pengelojaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau; kerusakan lingkungan hidup
vang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, - pemeliharaan,
pengawasan dan penegakan hukum. '

Pembangunan Dberkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin  keutuhan lingkungan  hidup serta
keselamatan, kemampuan, keSejahteraan dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan. |

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; yang sclanjutnya
disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam
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Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupaxan
kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian- upaya untuk
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya. ' '

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hOidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya. N

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atias sumber
daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan
ekosistem. % _

Kajian Lingkungan Hidup Stralegis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatil untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijekan,
rencana, dan/atau prograiu. o

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, vang selanjutnya disingkat KRP
adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang
memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan tertentu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRWK
adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, yang selanjutnya disebut
RPJP, adalah dokumen perencanaan pembarigunan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun. .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya
disebut RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5
(lima] tahun. o

Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut
Amdal adalah kajian mengenal dampak penting suatu usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan kepulusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Midup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang @ selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/aiau kegiatan yang tidak berdarnpak
penting terhadap lingkungan hidup yang dipcrlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar malhiuk
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaunnya dalam suatu sumber daya terlentu
sebagal unsur lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang
telah ditetapkan. '

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang
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Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atay hayati lmgkunga.n hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Konservasi sumber daya alam'adalah pengelolaan sumber daya alam untuk
menjamin  pemanfaatannya secara bijaksana serta  kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap.memelihara dan menmgkatkan kualitas nilal
serta keanekaragamannya.

Perubahan [klim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau
tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah
yang teramati pada kurun waktu yang cdapat dibandingkan.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. _

Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zal,
energl, dan/atau komponen lain yang karena sifat, kohsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, capat
mencemarkan dan/atau merusalk lingkungan hidup dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain. [

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbali B3,
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 33.
Pengelolaan Limbah B3 adalah keglatan yang meliputi pengurangan,
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutén pemanfaatan, pengolahan,
dan/atau penimbunan limbah B3.

Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan
pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamm kualitas air agar
sesual dengan baku mutu air.

Alr adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah,
kecuali air laut dan air fosil.

sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan
tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, denau,
situ, waduk, dan muara.

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, erergi,
atau komponen yang ada atau harus ada dan atau ung,ul pencemar yang
ditenggang keberadaannya di datam air. -

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan
atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air
limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu
usaha dan/atau kegiatan.

Pencemaran air adalah masuknva atau dimasukkannya mcﬂ(hluk hidug, zal,
energi, dan/atau komponenija.n ke dalam air oleh. _kegiatan marnusia,
sehingga melampaul balcu i g sy ang telah, ditetapkan.

Udara ambien: 1dalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir
yang berada di dalam wilayabh yurisdiksi Republik Indonesia vang dlbufu lkan
dan mempengaruhi keschatan manusia, makhluk ,hldup dan unsur
lingkungan hidup lainnya. I

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energl,
dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau
bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang
kendaraan bermotor.
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Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum
dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau
dimasukkan ke dalam udara ambien.

Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang
diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.

Tanah adalah salah satu komponen lahan, bérupa lapisan teratas kerak bumi
yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat
fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar
tanah yang dapat ditenggang.

Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah: yang melampauai
kriteria baku kerusakan tanah.’

Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional.

Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,
energl, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energli, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewaltl
kriteria baku kerusakan laut.

Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan Dicotyledoneae dan atau
Monocotyledoricae terdin atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan
taksononi sampai dengan laksa kelas (unrelated families) tetapi mempunyai
persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi
oleh pasang surut.

Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan fisik dan
atau hayati mangrove yang dapat ditenggang.

Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya,
keadaaan, dan makhiuk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh
menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk  keseimbarigan,
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Terumbu karang adalah kumpuian karang dan atau suatu ekosistem karang
yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama
dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang nidup
bebas di dalam perairan sekitarnya.

Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan
sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Ekosistem terumbu karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua
benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan
utuh  menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;

Padang lamun adalah hamparan lamun yang lerbentuk oleh satu jenis lamun
{vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
Kriteria baku kerusakan padang lamun adalah ukuran batas perubahar sifat
fisik dan/atau hayali padang lamun yang dapat ditenggang.

Ekosistem padang lamun adalah tatanan padang lamun dengan s2mua
benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesstuan
utuh  menyeluruh  dan  saling  mempengaruhi  dalam  membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
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Izin lingkungan adalan izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajlb AMDAL atau UKL UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

lzin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi
teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan,

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan di antara dua pihak atau
lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdarnpak
pada lingkungan hidup.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan
ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintan daeral, atau setiap
orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. '

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan
terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan
dengan lingkungan hidup. .

Setiap orang adalah orang perseorangan atau Kantor usaha, baik yang
berKantor hukum maupun yang tidak berKantor hukum.

Bagian Kedua
. Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:
a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan

masyarakat seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esg; '

menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

melestarikan dari mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup
agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan malkhluk
hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari
tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemuilhan,
pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan; dan

d. melindungi dan meningkatkan kualitas lingku ngan hidup.

if

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
a. perencanaan; ‘
b. pemanfaatan;

™0 O

. pengendalian;

. pemeliharaan;

. pengawasan; dan
penegakan hukum.



" BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintan
Kabupaten bertugas dan berwenang: R

=R

—

cao o

. menetapkan kebijakan tingitat Kabupaten,
. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat deupaten

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupat. !
menetapkan dan meiaksanakan kebijakan mengenai amdai dan UKL- UH
menyelenggarekan inventarigasi sumber. days alam dan emisi gas 1mmh
kaca pada tingkat Kabupalen;

mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan,
mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

. memfasilitasi penyelesaian sengketa,

melakukan pembinaan dan pengawasan: ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan
peraturan perundang-undangan, '

melaksanakan standar pelayanan minimal, '
melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkail dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup pada tingkat kabupaten; -

mengelola informast lingkungan hidup tingkat kabupaten,

-mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem 1nfom1a31 lingkungan

hidup tingkat kabupalen;

. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten; dan
. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat

kabupaten.

[2) Selain tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Pemerintah Kabupaten

‘mempunyal  kewenangan lain  sebagaimang diatur _.dalam peraturan

perundang-undangan.
(3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikoordinasikan Adan/atau diaksanakan olch I&:] pala Kantgr.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5§

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksaneakan
melalui tahapan: :

a.

inventarisasi lingkungan hidup; dan
b. penyusunan RPPLH Daerah.



Bagian Kedna
Inventarisasi Lingkungan Hidup

- Pasal 6

(1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion
yang telah ditetapkan oleh pejabal berwenang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn. '

(2) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi
mengenal sumber daya alam yang meliputi:

a. potensi dan ketersediaan;

b. jenis yang dimanfaatkan;

¢. bentuk penguasaan;

d. pengetahuan pengelotaan;

€. bentuk kerusakan; dan

f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

(3} Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya
tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga |
Penyusunan RPPLH Daerah

Pasal 7

(1) RPPLH Daerah disusun oleh Bupati.

(2] RPPLH Daerah sebagaimana cdimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. RPPLH provinsi, '

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
. inventarisasi tingkat ekoregion.

(3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melalui koordinasi
dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.

(4] Materi muatan RPPLI Daerab meliputi rencana:

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber (aya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lmgkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber
daya alam; dan -

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.,

Pasal 8

(1] RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP Daerah dan
RPJM Daerah,

(2] Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

. perundang-undangan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan
Daerah. . '

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 9

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.,
(2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun,
pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:



a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion di wilayah
Daerah; dan/atau

- b. karakteristik dan fungsi ekosistem,

g

4]

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion di wilayah
Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di
ekoregion wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
memperhatikan: ' '

a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan

c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat

tata cara penctapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di
ekoregion wilayah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncang-
undangan.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Instrumen Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 10

(1) Pengendalian pencemaran dan/alau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan
- dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2]

(3]

Dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib
mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau  kerusakan
lingkungan hidup vang meliputi:
KLHS;
tata ruang;
baku mutu lingkungan hidup;
kriteria baku kerusakan imgkungan hidup;
amdal;
UKL-UPL,;
perizinan;
instrumen ckonomi lingkungan hidup;
peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hldup,
anggaran berbasis lingkungan hidup;
. analisis risiko lingkungan hidup;
audit lingkungan hidup; dan
m. instrumen lain sesual dengean kebutubap dan/atau perkembangan imu
pengetahuan. _
nstrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan sesuai dengan
kKetentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup



Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan
terhadap: :
a. media lingkungan hidup,; dan
b. ekosistem.
(2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf a terdiri atas:
2. pengendalian perncemaran air,
b. pengendalian pencemaran udara,
¢. pengendalian pencemaran laut; dan
d. pengendalian pencemaran tanah,
(3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pengendalian kerusakan (kosmtem mangrove, padang Iamun dan terumbu
karang;
b. pengendalian kerusakan tanah;
. ¢. pengendalian kerusakan ekosistermn hutan di luar kawasan hutan; dan
d. pengendalian kerusakan ckosistem lainnya sesuaj perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknolog:.

(4) Pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] huruf d diatur dengan Peratucan Bupati.

Paragraf 2
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 12
Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
a dilakukan melalui upaya:

a. penetapan kelas air pada sumber air;

b. inventarisasi sumber pencemar air;

¢. penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
d. pemberian izin pembuangan air Lmbah ke sumber air; '
e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan

f. pemantauan kualitas air pada swmber air.

Pasal 13

(1] Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah. '

(2] Pengkajian kelas air sebagabmana dimalksud pacda ayat {1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i

(3) Ketentuan mengenal penetapan kelas air pada sumber air yang berada wilayah
Daerah diatur dengan Peraturan Bupali.

Pasal 14
(1} Inventarisast sumber penegivey air sebagaunapna dimaksud dalam Pasel 12
huruf b dilakukan oleh Bupati.
{2) Berdasarkan hasil mventansabl subd&amana dimaksud pada ayat (1), bupati
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(3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) kepada gubernur dengan tembusan Menleri paling

- sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.

(4) Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi,
rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada

_ aval (2] dan ayat (3) paling sedikit | {satu) kali dalam 1 {satu} tahun.

(o) Inventarisasi, identilikasi, rekapitulasi dan «nalisis sumber pencemar air
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4} dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1] Penetapan daya tampung beban pencemaran dir pada sumber air sebagairmnana
. dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢ ditakukan oleh Bupati.

(2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada
-~ ayat (1) harus memperhitungkan:

a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau
status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban
pencemarannya; :

b. baku mutu air untulk sungai;

c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ dan danau; dan

d. beban pencemaran pada masmg masing sumber pencemar air.

(3] Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimalisud pada
~ayat {1} harus menunjukan besarnya kontribusi beban pencemar air dari
masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
(4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimalksud pada
- ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Bupati menentukan prioritas sumber air yang akan d1tetapkan daya tampung
beban pencemaran air.

(2] Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban
pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a.  status mutu air dan/atau status trofik air;
b sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi padua sumber;

dan/atau

c. pemanfaatan air baku untuk air minwn. -

Pasal 17

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 hurul ¢ digunakan sebagai dasar:

a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;

b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke
- sumber air; _

¢, penetapan kebijakan kabupaten dalam pengendalian pencemaran air;

d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan

€. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 18

(1) Apabila hasil analisis penctapan daya tampung beban pencemaran air
menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetaskan
masih  memenuhi daya tampung beban pencemaran air, bupati c.apat
menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air
limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke
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(2) Apabila hasil analisis penetapan daya . tampung beban pencemaran
menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah dlteltapkg‘n
menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, bupati wajib

" menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban
- pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang
 Berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air. '

Pasal 19
Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan -penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan nasil analisis penetapan daya
tampung beban pencemaran :dir menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha
dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya
tampung beban pencemaran:air.

Pasal 20

Penetapan izin lokasi, izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air
limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan peraturan peruncang-
undangan.

Pasal 21

(1] Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 luruf ¢ dilakukan secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. - ‘

(2] Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:

a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 22

(1) .Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada
gubernur dengan tembusan Menteri.

Pasal 23
(1) Pemberian izin pembuangan an limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud
dadlam Pasal 17 hurul b dilakukan coleh Bupati sesual dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan
dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber
air.

Pasal 24

(1} Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

(2] Setiap orang yang membuang air iimbah ke prasarana dan sarana pengolahan
air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dikenakan retribusi. ;

(3] Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbahn ke prasarana dan sarana
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Dacrah.



(2]

(3]

(4]

Pasal 25 .

Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
{2 huruf [ dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh
Kepala Kantar.

pelaksanaan pemantauan kuahtas air pada sumber air dllakszmakan paling
sedikit 6 (enam) bulan sekali. ‘

Dalam hal hasil pemantauan kualitas alr pada sumber air sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Kantor melakukan
upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan
menetapkan mutu air sasaran. . ,

Dalam hal hasil pemantavan kualitas air pada sumber air scbagaimana

dimaksud pada ayal (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Kantor

mempertahankan atau meningkatkan kualitas air. |
Ketentaan lebih lanjut mengenai pemantauan kualis . air dialur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 26

Ketentuan lebih la;n,jut mengenal pencegahan pencemaran air diatur dengan
Peraturan Bupati.

(1)
(2]

(4)

Paragraf 3 -
Penangpgulangan Pencemaran Air

Pasal 27

Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat
(2] huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mémbuat rencana
penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang
tidak terduga lainnya.

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air. ;

Penanggulangan pencemaran air sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

. dilakukan dengan cara:

(1]

a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran air;

Cc. pembersihan air yang tercemar;

d. penghentian  sumber pencemuran  air  untuk  efektivitas  pelakss naan
penanggulangan pencemaran air; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perke mi)angdn ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal seliap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam

jangka walktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air

diketahui, Kepala Kantor melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna

melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang vang

melakulkan pencemaran.

Ketentuan lebih lanjul mengenai penanggulangan pencemaran air dialur dengan

Peraturan Bupati. :

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 28

Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf ¢
wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.



g

(2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara; ' _

a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
b. pembersihan unsur pencemaran;

c. remedias); dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Kanter melakukan atau
menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban

biaya setiap orang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air diatur dengan
Peraturan Bupati. '

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Pengendalian pencemaran udara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf b meliputi:

a. penceganan pencemaran udara,

b. penanggulangan pencemaran udara; dan

c. pemubhan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan
~ lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 30

Pencegahan pencemaran udara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a
dilakukan melalui upaya: :

a. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;

b. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan

C. pemantauan kualitas udara ambien.

‘Pasal 31

(1] Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam ’asal
30 hurula berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.

(2] Uji berkala kebisingan dan cmisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil
penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksar.akan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, _

[3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi
dapat dilaksanakan oleh bengkel umum vang mempunval akreditasi dan
kualitas tertentu vang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4] Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emis; dan
kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji cmisi dan
kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang
ditetapkan oleh pejabatl yang berwenang sesuai dengan peraturan peruncang-
undangan. ' '



{5 5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan

(5],

bermotor pribadi sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 32

Pemeriksaan dan perawatan  kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau
pengemudi kendaraan bermotor.

Pemeriksaan dan perawatan kendaraan be rmotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan terhadap kendaraan bermolor yang sistem pembakarannya
kurang atau tidak sempurna.

Pasal 33

Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 30
huruf ¢ dilaksanakan oleh Bupati.

Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud padd ayat (1) terdiri
atas: ,

a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;

b. persiapan pemantauan kualitas udara ambien;

“¢. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan

d. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ammbien,
Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling segdikit 6 {enam) hulan
sekali.

‘Bupati melaporkan hasil pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada gubermur dengan tembusan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu] kali dalam 1 (satu) tahun.
Tata cara pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dilakulan sesuai

‘peraturan perundang-undangat,

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenal pencegahan pencemaran udara diatur dengan
Peraturan Bupati.

(1)

(2}

Paragraf 3
Penanggulangan

Pasal 35

Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf b wajib dilalkukan oleh setiap orang yang mcnyebabkan terjadinya
pencemaran udara.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Wajlb membuat rencana
penanggulangan pencemaran udara pada keadﬂan darurat dan/atau keadaan
yvang tidak terduga lainnya.

Dalam hal terjadi keadaan darurat Scbagmmana dimaksud pada ayat (1), setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau  kegiatan . wajib melakukan
penanggulangan pencemaran udara, ‘

Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

4. mengurangl dan/atau menghentikan emist dan kcblsmgan untuk menceganh

perluasan pencemaran udara ambicn,

b. merelokasi pendudulk/masyarakat ke tempat yang aman;.dan

c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran
udara.



(5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya
pencemaran udara diketahui, Kepala kantor melaksanakan atau menugaskan
pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban
biaya setiap orang.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenal penanggulangan pencemaran udara diatur
dengan Peraturan Bupali.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 36

(1) Pemulihan mutu udara scsuai dengan standar kesehatan manusia dan
lingkungan hidup sebagaimiana dimaksud dalam Pasal 29 huruf ¢ wajib
dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

{2} Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara
sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:

a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak diwilayahnya;

b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan
pencemaran udara sumber tidak bergerak; P

c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan
pencemaran udara sumber tidak bergerak;

d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh. pencemearan udara
swinber tidak bergerale;, dan/atau

¢. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan = kualitas udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka wakiu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Kantor
‘melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan
kualitas udara atas beban biaya setiap orang.

{4) Ketentuan lebih Janjui mengenai pemulithan kualitas udara diatur dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 5.
Pengendalian Pencemaran Laut

Pasal 37

Pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal (2)
hurul ¢ meliputi:

a. pencegahan pencernaran laut;

b. penanggulangan pencemaran laut;, dan

€. pemulihan kualilas laut.

Pasal 38

Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 hucufl a
ditakukan melalui upaya:

a. penetapan peruntukan laut;

b. penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut; dan

c. pemantauan kualitas air laut.

Pasal 39

(1) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimalksud dalam Pasal 38 huruf a
dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

(2) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
berdasarkan »onaai atair RTRW



IPasal 40

Penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut Sebag&mand
dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan
kewenangannya.

Penetapan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

. Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf ¢

dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan kualitas air laul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menetapkan status muiu awr laut.

Pemantauan kusalitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekall.

Penetapan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan
untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.

Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar dilakukan
penanggulangan dan pemuliban pencemaran air laut.

Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik dilakukan pencegahan
pencemaran air laut.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pemantauan kualitas air laut dan pcncegahan
pencemaran laut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Penanggulangan pencemaran laul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 uruf
b wajib dilakukarn oleh setiap orang yang melakukan pencemaran laut.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana
penanggulangan pencemaran laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan

© yang tidak terduga lainnya.

(1)

(2)

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut. '
Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringalan pencemaran laut kepada masy arakad;

D. pengisolasian pencemaran laut;

C. pembersihan laul yang tercerar;

d. penghentian sumber pencentaran laut; dan/atau

e. cara lain sesual dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam hal setiap orang tidak mclakukem pen anggulangan pencemaran laut
sebagaiimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
nari sejak terjadinya pencemaran Jaut diketahui, Kepala Kantor dapat
melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga  untuk melaksaralian
penanggulangan pencemaran laut atas beban blaya setiap orang

Ketentuan lebih lanjut mengenai pcnanggulangan pencemaran laut diatur
dalam Peraturan Bupat:.

Pasal 43

Setiap orang yang mengakibalkan tumpahan minyak di laut wajib melakukan
penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyalk di laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencclkup

a. penanggulangan tumpahan minyak;

b penanggulangan dmpak lmgkungan akibat tumpahan mmyak dan

e e 1.



Pasal 44

Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di Kabupaten Nias lUtara
termasuk dalam Kategori Tier 2.

Pasal 45

(1] Untuk keterpaduan dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan keadaan
darurat tumpahan minyak dibentuk Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di
Kabupaten Nias Ulara. e

(3) Dalam melaksanakan tangpgung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat {(2),
Tim Koordinasi bertugas untuk menjamin ketersediaan dan koordinasi

. pengerahan sarana, prasarana dan personil terlatih untuk mendu<ung
pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di
laut.

(4)  Dalaun pelaksanaannya, Ketua Tun Koordinasi melakukan koordinasi dengan
instansi Pemerintah yang terkail.

Pasal 46

Ketentuan mengenal struktur, tugas dan tanggung jawab organisasi operasional,
serta mekanisme operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak pada
tier 2 di Daerah diatur dengan Peraturan Bupatl.

Pasal 47

(1) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf ¢
wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.

(2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:

a. penghentian sumber pencemar air laut;

b. pembersihan unsur pencemaran air laut;

c. penanganan biota laut dampak dari pencemaran air laut; dan/atau

d. cara iain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahucm dan teknologi.

(3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air laut
sebagaimana dimaksud pada aydt (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak lerjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala Kantor
menectapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air laut atas
beban blaya setlap orang.

(4) Ketentuan lebih lanjul mengenai pemulihan kualitas air laut diatur calam
Peraturan Bupati. '

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

(1) Pengendalian pencemaran tanzh sebagaimana:dimaksud dalam Pasal 11 ayat
{(2) hurul d meliputi;
a. pencegahan pencemaran lanah,;
b. penanggulangan pencemaran lanah; dan
c. pemulihan kualitas tanah.
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(2) Pencemaran tanah bersumber dari
a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis
pengeiolaan lirnbah B3. '

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 49

Pencegahan pencemaran tanah scbagaimana dimaksud dalam: Pasal 48 ayat (1)
auruf a dilakukan melalui upaya:

a. penetapan lzin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dan

b. pemantauan kualitas tanah. -

Pasal 50

(1] Penetapan izin pemantaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan oleh Bupati.

(2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi Dd(id tanah wajib
memiliki izin dari Bupati.

(3) Setiap pemegang izin pemanf(aatan air tanah untuk aplikasi pada tanah wajib
menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 51

(1) Pemantauan kualitas tanah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 hwul b
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor.

‘[2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekli.

(3) Dalam hal hasil pemantauan kualilas air tanah  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Kantor melakukan upaya
penanggulangan pencemaran. tanah dan pemulihan kualitas tanah.

(4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menunjukkan Lkondisi baik, Kepala Kantor mempertahankan atau
meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran tahah diatur deangan
Peraturan Bupati. '

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 53

(1) Penanggulangan pencemaran lanah sebagaimanha dimaksud dalam Pas:l 48
ayat (1] huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran

- tanah.

(2] Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat relicana
penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atan keadaan
yvang tidalk terduga lainnya.

(3] Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayal (1), setiap
orang wajlb melakukan penanggulangan pencemaran tanah,

{4) Penanggulangan pencemaran lanah sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan dengan cara:

a. pemberian informast peringalan penceinaran tanah kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran tanah,

c. penghentian  sumber pencemaran tanah uafuk elektivitas  pelaksantaan
penanggulangan pencemaran ranah; dan/atau
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cd.

(5)

(4)

()

cara lain sesual dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah
sebagaimana dimaksud pada ayatl . 1) dalam jangka waktu paling lama 7 {tujuh)
hari kerja sejax terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Kantor

melaksanakan  atau  menugaskan  pihak  ketiga  untuk  melakukan

penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran tanah diatur
dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Tanah
Pasal 54

Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1] t.uruf

¢ wajib dilakukan oleh setiap orang yang melalkukan pencemaran tanah.

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan -mengakibatkan

pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.

Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. penghentian sumber pencemar untuk efektmtas pelaksanaan pemulihan
kualitas tanah;

b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/aiau

¢. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologl.

Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Kantor
melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakuka_n pemu,ithan
kualitas tanah atas beban biaya setiap orang,

Ketentuan lebih lanjut mengernar pemulihan kualitas tanah diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1 -
Umum

Pasal 55

Fengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
hurul a meliputi:

a. pencegahan kerusakan tanah;

D. penanggulangan kerusakan tanah; dan

c. pemulihan kondisi tanah. '

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah

'Pasal 56

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hurul a
dilakukan melalui upaya:

a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah;

b. penetapan zin lingkungan;



(1}

(2)

(2)

Pasal 57 Y
Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 huruf a dapat dilakukan lebib ketat dari kriteria baku kerusalkan tanah

provinsi.

Dalam hal penelapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebin ketat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku
kerusakan tanah provinsi. ‘

Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanan daerah lcbih setat
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] telah dilakukan, berlaku kriteria baku
kerusakan tanah daerah.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kritera
baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan peruncang-
undangan.

Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaiinana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huiuf b
dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. -

Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaatl
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

‘ Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan tanah diatur dengan
Peraturan Bupatl. '

11

(2]

e e S e W e N B 3

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 60

Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 nuruf
b wajib dilakukan oleh sctiap orang yang meclakukan kerusakan tanah.
Penanggulangan kerusakan fanah sebagaimana dimaksud pada ayal (1]
dilakukan dengan cara: | '

. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
. pengisolasian sumber perusak Lanah;

penghentian kegiatan penggunaal tanah;
. pelaksanaan teknik konservasl tanah;

pelaksanaan perubahan jenis komoditi,

deliniasi kerusakan alibat kegiatan;

penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
.cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan fanah
dalam jangka walitu paling lama 7 {tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan
tanah diketahui, Kepal Kantor sesual dengan kewenangannya capat
melaksanakan  alau  menugaskan  pihak  ketiga  untuk  melakikan
penanggulangan kerusalkan tanah atas beban biaya setiap orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pcnanggulangan kerusakan tanah diatur
dengan Peraturan Bupafl. -



Paragraf 4
Pemulihan Kondisi Tanah

| Pasal 61

(1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf ¢ wajib
dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.

{2) Pemulihan kondisi .tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
dengan cara :

a. remediasi;.
'b. rehabilitasi; dan/atau
C. cara lain sesual dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kondisi tanah sebagairnana
dimaksud pada ayal (1) dalam jangka waktu paling lama 30 {tiga puluh) bai
kerja sejak lerjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan
kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah diatur dengan Peraturan

- Bupati.

Bagian Keenahl !
Pengendalian Kerusakan Ekosistem
Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi

a. pencegahan kerusakan ekosistemn mangrove, padang lamun, dan terumbu
karang; ' |

b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang Iamun dan terumbu
karang, dan

¢. pemulihan kerusakan ekosistenm mangrove, padang lamun, dan teiumbu karang

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem ‘
Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 63

Pencegahan kerusalian ckosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu Kerang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 hurul a dilakukan melalui upaya:

a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan
 terumbu karang;

b. penetapan izin lingkungan; dan

¢. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.,

Pasal 64

(1) Penetapan kriterta baku kerusakan elkosistern mangrove, padang lamun. dan
terumbu karang sebagaimana dumaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukarn oleh
pejabat yang berwenang sesual dengan ketentuan peratuzan perundang-
undangan. _

{2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria
baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 65

(1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b
- dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya terhadap usaha dan/atau
 Kegiatan yang berdampak terhadap ekosistem mangrove padang lamun
dan/atau terumbu karang.

(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meaati
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

‘Pasal 66

(1] Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf ¢ dilakukan oleh Kepala Kantor
sesual dengan kewenangannya. -

(2] Pemantauan eckosistem mangjrovc, padang lamun, dan terumbu Kerang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] ditakukan untuk:

a. mengetahul tingkal perubaban fungsi ekosistem mcmgrove padang lamun,
dan Lerumbu karang; dan/atau

b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan
elkosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

[3) Pemantauan ckosmtt m mangrove, padang lamun, dan terumbu karang melipuii
keglatan:

a. pembuatan desain pemantauan;

L. pemilinan karakteristik ekosistem,

c. pengamatan di lapangan, :

d. pengolahan data dan interpretasi data; '

e. pelaporan. _

(4) Pemantauan eckosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan paling sedikit 1 (satu; kali
dalam | (satu) tahun.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem mangrove,
padang lamun, dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem
Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang

Pasal 68

(1) Penanggulangan kerusakan elkosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu
karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b wajib dilakukan oleh
setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun,
dan terumbu karang.

(2} Penanggulangan ckosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu kerang
secbagaimana dinmaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang
lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
b. pengisolasian sumber perusak ekosistemr mangrove, padang lamun, dan
terumbu karang;
c. penghentian kegiatan pemanlaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan
terumbu karang;
d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

™ (D
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(3] Dalam hal setiap orang tidalk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem
mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari scjak lerjadinya kerusakan diketahui, Bupati sesuai dengan
kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu
karang atas beban biaya penanggung jawab setiap orang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ckosistem
mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Buyati.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem
Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang

. Pasal 69

(1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang
 sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf ¢ yang terkena dampak wajib
dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove,
padang lamun, dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem
.mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

(2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu k:rang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. rehabilitasi,

L. restorasi, dan/atau

c. cara lain sesual dengan perkembangan tlmu pengetahuan dan teknologi.

(3] Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove,
padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan
diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau
menugaskan pihak ketign untuk melakukan pemulihan fungsi ekosislem
mangrove, padang lamun, dan lerumbu karang atas beban biaya setiap orang.

|4} Kelentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang
lamun, dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Bupati,

_ Bagian Ketujuh _
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Huatan '

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagairnana
dimalksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi: _

a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luat kawasan hutan;

b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan

¢. pemuliihan kerusakan ekosistem hulan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 71

Pencegahan kerusakan elkosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaiinana
dimaksud dalam Pasal 70 nurul a dilakukan melalui upaya:
a. penetanan funest elkosistern hutan di laar kawasan hutan:



b. izin lingkungan, dan
¢, pemantauan fungsi ekosustem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 72

(1) Penetapan fungs: ekosistem hutan dj luar kawasan hutan sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 71 huruf oa dilakukan  oleh Bupati  sesual
kKewenangannya.

(2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagairnana

 dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ha81l inventarisasi. karakt( ristilk dan
fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud
[}ddd ayat (2) meliputi:

. curdah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;

temperatur yang rendah;

kelembaban udara yang tinggi;

. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata,

keanekaragaman jenis atau biodiversity; dan

selalu hijau {ever green).

(4} Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar- kawasan hutan sebagairiana
dimalksud pada ayat (2] mellpun '

a. fungsi periindungan,;
b. fungsi pengontrol; dan/atau
¢. fungsi produksi.

.—v@ ao T

Pasal 73

(1) lzin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf'b diterbitkar oleh
Bupati sesual dengan kewenangannya bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang
berdampak terhadap ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(2) Setiap pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
‘menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 74

(1) Pemantauan [ungsi ekosisiem huian di Juar kawasan hutan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 71 hurul ¢ dilakukan oleh Bupati sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosislem hutan di luar kawasan
hutan; dan/atau '

b. memperoleh bahan pengembangan kebijalan perlindungan dan pengelolaan
ekosistem hutan i Juar kawasan hutan.

(3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagalmana dimeksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 {satu] kali dalam 1 {satu] tahun.

.Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosmtem hutan di luar
kawasan hutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan
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(3)

Pasal 76

Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar’ ‘kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b wajib dilakukan oleh setiap
orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

- Penanggulangan kerusakan eckosistem  hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pemberian inlormasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan
kepada masyarakat,

b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;

¢. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan,;

d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;

e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/alau

{ cara lain sesu: dengan perkembangan ilnmu pengetahuan dan teknologl.

Setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar

kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dalam jangka waktu

paling lama 7 (tujuh) hari se¢jak terjadinya kerusakan diketahui, Bupati sesuai

dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk

melakukan penanggulangan ckosistem hutan di luar kawasan hutan atas

beban biaya setiap orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan ekosistem hutan di luar

kawasan hutan diatur dalam Peraturan Bupati. '

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan.

‘Pasal 77

Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimeaksud

‘dalam Pasal 70 hurufl ¢ wajib dilakukan oleh sctiap orang yang mengakibztkan

~ kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.,

Pernulihan ekosistern hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimalsud
pada ayat (1] dilakukan dengan cara: '

a. rehabilitasi,

b. restorasi; dan/atau

c. cara lain scspai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam hal seiiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar
kawasan hulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 30 {tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui,
Bupati sesual dengan kewenangannya meclakukan atau menugaskan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan
atas beban biaya setiap orang.

Ketentuan lebih Janjul mengenai penulihan ekosistem hutan di luar kawasan
hutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

‘Pasal 78

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
a. pemeliharaan kualitas air;
b, pemeliharaan kualitas udara,

ral
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. pemeliharaan kualitas tanah;

pemeliharaan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang,

pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
g. pemeitharaan ekosistem lainnya sesual perkembangan {imu pengetahuan dan
teknologi.

~a oo

{2} Pemeliharaan ckosistem lainnya sebagalmana dtmaksud pada ayat () huruf g

“diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1
Umum

Pasal 79

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud daiam pasal 78 ayat (1) hurut a

dilakulkan melalui upaya:

a. konservasi air dan lahan;

b. pencadangan air; dan

c. pelestarian lungsi ckosistem perairan scbaga; pengendali dampak perubahan
iklim,

Paragraf 2
Konservasi Air dan L.ahan

Pasal 80

(1) Konservasi air dan Jahan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 79 huruf a
meliputi kegiatan:

a. konservasi kawasan yang berlungsi dalam menjaga kuahtas alr;
b.'konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.

(2] Konservasi kawasan yang berlungsi dalam menjaga kualitas air sehagairana
dimaksud pada ayat (1) hurul a meliputi upaya per mdungan dan pemanfaatan

. secara lestari kawasan lertentu.

(3) Konservasi sumber air yang berlungsi dalam menjaga kualitas .air sebagairaana
dimaksud pada ayal (1) hurul b meliputi upaya perlindungan dan pemanf: atan
secara lestari sumber air tertentu.

(4) Konservasi keaneckaragaman hayali yang berada  di ekosistem  perairan
sebagaimana dimaksud pacda ayab (1) bhurul ¢ dilakukan sesua dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3.
Pencadangan Air

Pasal 81

{1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakakan
terhadap sumber air dengan kualitas tectentu yang tidalk dapat dikelola dalam
Jangka waktu tertentu.

(2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan melalui upaya:
a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air

yang masih baik; dan/atau
b. penetapan sumber air yang memiuliki kualitas air yang tercemar untuk
dilakukan pemulihan kualitas air. .

(3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b dilakukan

melalui upaya:

A nerohention leogiaform moivr 1 s m s mem e ot 1mem e b s o oo g
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(2]

b penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.,

] Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat

[3) huruf a dilakukan oleh Bupati.

Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hurul b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesual dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. :

_ Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Pérairan Sebagai
Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 82

Pelestarian fungsi ckosistemn perairan sebagai pengendali dampak perubahan

iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf ¢ meliputi upaya:

a. mitigasi perubahan iklim; dan

b. adaptasi perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf a

dilaksanakan mefalui upaya: _

a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi
kualilas air; dan

b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ckosistem
perairan.

Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagdlmana dimaksud pada

Cayat (2) huruf a dilakukan raclalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Peningkatan serapan dan siiapanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau
restorasi ekosislem perairan.

~Adaptasi perubahan -iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huraf b

dilaksanakan melalui upaya:

a. penurunan tingkal keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhiadap
kualitas air; dan

D. peningkatan  kapasitas  adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan
masyarakat. ' :

Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca = dan adaptasi perubahan Kklim

~dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 83

Ketentuan tebih lanjut mengenai pemelihavaan kualitas air diatur dalam Peraturan
Bupatl.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara
Paragraf 1
Umum

Pasal 84

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimalksud dalam pasal 78 ayal (1} auruf
o dilakukan melalui upaya: !

a:. konservasi kualitas udara; dan

b. pelestarian fungsi almosfer.



Paragraf 2
Konservasi Kualitas ch_a_:a

Pasal 85

(i) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 hurul a
dilakukan melalui perlindungan kualitas udara

(2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak ikan
melalui: |

a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH)

b. pemenuhan baku mutu udara ambient, dan
¢. RPPLH.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 86

Pelestarian {ungst atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b
dilakukan melalui upaya: i

a. mitigasi gas rumah kaca;

b. perlindungan lapisan ozon; dan

¢. periindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 87
Ketentuan lebih lanjut mengeoal pemcliharaan  kualitas udara diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemelibaraan Kualitas Air Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

Pemeliharaan kualitas air Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1)
huruf ¢ dilakukan melalui upaya:

a. konservasi laut;

‘b.rpencadangan perairan laut; d (1;; Bl

c. pelestarian fungsi perairao lg’ sebagai pengendali dampak pf;; ubahan iklim

Paragraf 2
Konservasi Laut.

'Pasal 89

(1] Konservasl laul sebagaimana diunaksud dalam Pasal 88 hurufl @ meliputl
kegiatan: '
a. perlindungan laut;
b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
c. pemanfaatan secara lestari perairan laut. :
(2) Konservasi laut sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dilakulkan melalui:
' a. penctapan Kawasan konservasi Jaut,
b. pengaturan fungsi dalam renecana tata ruang wilayah }xabupatv
¢ RPESH, dan

d. pemcmiaatan perairan laufs wng didasarkan pada RPPLH.



Paragraf 3
Pencadangan Perairan Laut

Pasal 90

(1} Pencadangan perairan laut scbagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b
dilakukan melalui penetapan perairan laut ydng tidak dapdt dikelola dalam
jangka waktu tertentu.

(2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu terientu
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan oleh Bupatl sesuval dengan
kewenangannya.

r

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 91

Pelestarian fungsi perairan kit sebagal pengendali dampak perubahan iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 hurul ¢ dilakukan melalui upaya:

a.mitigasi perubahan iklim; dan

b.adaptasi perubahan ikiim.

.Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas laut dxatur c'alam Peraturan
Bupatl.
Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 93

(1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 78 ayal (1)
hurut d dilakukan melalul upgya konservasi tanah.
(2) Konservasi tanah schagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan melalui:
a. konservasi sccara mekanik;
h. konservasi secara biologis;
c. konservasi secara kimia; dan
d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
(3) Ketentuan mengenai konservasi tanah diatur dengan Peraturan Biupat,

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Kamng

Paragraf 1
Umum

Pasal 94

Pemeliharaan  ekosistern  mangrove, padang famun dan terumbu karang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf ¢ dilakukan melalui upaya:
a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang,

-b. pencadangan elkosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;

dan/atau .
c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu kiarang
sebagai pengendali dampak perubahan iklim.



Paragraf 2 \
Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Pasal 95

(1) Konservasi  ekosistem  mangrove, padang lamun  dan terumbu  Kerang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a meliputi kegiatan:
. a. periindungan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
b. pengawetan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu
karang. .
(2} Konservasi clqos;siem mangrove, padang  lamun, dan terumbu  kerang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penelapan fungsi ckosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten,
c. RPPLH,; dan
d. pemanfaatan ekosistermn mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang
didasarkan pada fungsl ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu
karang, serta RPPILH.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Mangrove,
Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 96

(1) Pencadangan ekosistem mangrove, peldang' lamun dan terumbu karang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan melalui penetapan
ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidlak dapat
dikeiola dalam jangka waktu lertentu.

. {2) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamurn, dan terumbu karang yang ‘idak

. dapat dikelola dalam jangka wakiu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistemm Mangrove,
Padang Lamun, dan Terumbu Karang
Sebagal Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 97

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terum!u kerang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 hurul ¢ dilakukan melalui upaya:

a. mitigasi perubahan iklim; dan ‘

b. adaptasi perubahan iklim,

Pasal 98
Ketentuan lebih lanjut mengenal pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun
dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1
" Umum



Pasal 99

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sc,bagaimand dimalesud

dadam pasal 78 ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya: :

a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan, ‘

b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau

c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagal pengendall
dampak perubahan iklim. '

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 100

Konservasi ckosistem hutan di luar kawasan hutan scbagalmand dimaksud dalam
Pasal 99 hurul a meliputi kegigun:

a. perlinduwigan ekosistem hiyn.

b. pengawetan ekosislem hutan; dan

¢. pemanfaatan secara lestari elosistem hutan;

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 101

(1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan.hutan bebagalmana dima<sud
dalam Pasal 99 huruf b dilakukan meialui penetapan kawasan yang bernilai
penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan

(2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman
hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakikan
oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4 |
Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 102

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan. hutan sebagcumana dimalesud
dalam Pasal 99 huruf ¢ dilakukan metalul upaya:

a. mitigasi perubahan iklim; dan

b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 103
Ketentuan lebih lanjut mengenar pemcliharaan ckosistem hutan di luar kawasan
hutanidiatur dalam Peraturamijypati.

BAB VII
PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH B3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIA’I‘AN P
ENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 104
(1) Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3
dan Pengelolaan lLimbah B3 untuk Kegiatan Pgngumpulan lebah B3 wajib
memperoleh izin dar{ Bupati.



(2)

(1]
(2]

(1

{2)

(5)

Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanalan sesual
dengan peraturan perundang-undangan. '

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatn
Hak

Pasal 105

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk mewujudkan lingkungan. hidup yang baik dan sehat sebagalmnana

dimaksud pada ayat [1], Pemumtah Daerah melakukan:

ra. kegiatan PPLH;

b. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; can

c.. Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 106

Seliap orang berhak mendapatkan:

a. pendidikan lingkungan hidup;

b. akses informasi lingkungan hidup; dan

¢. akses keadilan,

Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimalksud pada

ayat (1) hurufa melalui jaiur:

a. pendidikan formai;

b. pendidikan informal; dan/atau

¢. pendidikan non-formal. ]

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi Jingkungan

hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsta dan karya untuk

memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup

sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan h’ngkung an hidup ditetapkan

sebagal muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah di Daerah.

Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) hurul b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan,

atau inlormasj lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui

setiap orang.

Hak mendapatkan alkses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢

dapat berupa hak untuk:

a. melakukan pengaduan akibal dugaan pencemaran dan/atau  perusakan
lingkungan hidup kepada Kantor,

b. mendapatkan informasi mengenal status penanganan pengaduan ekibat
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Kantor;

c. menyampalkan laporan atau pengaduan nengenal dugaan  pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hulcum;

d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau

e. mendapatkan fasilitasi dari Kantor dalam penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan.

i
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_ Pasal 107

[‘1] Setiap orang bertalk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
a. rencana usaha dany/atau kegiatan yang wajib Amdal: dan
b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL

(2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a capat
disampaikan: '

a. secara tertulis kepacda pemrakarsa dan Kantor pada saat pengumuman
rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum
menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau

b.melalui wakil masyarakat yang terkena dampak danj/atau organisasi
masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat
pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL. 3

(3] Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b dapat
disampaikan kepada. Kantor pada saat pengumuman permohonan izin
lingkungan. ‘

Pasal 108

Setiap orang berhak untuk Dberperan dalam perencanaan, pemanfeatan,
pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 109

(1) Setiap orang berhak melalukan pengaduan akibat dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Kantor.

(2] Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
yang dapat disampaikan kepada Kantor meliputi:

a. usalia dan/atau kegialan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan
oleh Bupati;

b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, dan izin PPLHnya diterbitkan
oleh Bupati tetapi instansi lingkungan hidup tidak melaksanakan
pengelolaan  pengaduan setelah dilalkkukan pembinaan -oleh pemerintah
Kabupaten; dan/atau

c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi  lingkungan hidup di
Kabupaten, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari
kerja setelah pengaduan diterima.

(3) Kantor setelah menerima pengaduan akibal dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan deagan
tahapan kegiatan: ‘

penerimaan;

. penelaahan;

verifikasi,

- rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan _

penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verilikasi pengaduan

kepada pengadu. ‘

(4] Ketentuan lebih Janjut mengenai penanganan  pengaduan akibat dugaan

© pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan

Bupati.

eao o

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 110 _

Setiap orang berkewajiban untuk:
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b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran “air, pencemaran
wdara, dan pencemaran tanah; dan ‘

c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove,
terumbu karang, mangrove, tanah, karst, dan hutan di luar kastan hutan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 111

Setiap orang dilarang;

a. melakukan pembuangan aic limbah ke lingkungan melampaui baku mutu
air limbah yang diteiapkan dalam peraturan perundang- undangan

b. melakukan pembusangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air,

~dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagal tempat pembuangan
sampah:

¢. melakukan pembuangan, penyimpanai, penimbunan, pengolahan, dan
pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa relkomendasi
dan/atau seizin darl pejabat yang berwenang; '

d. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku inutu
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan
dengan menggunakan racun, aliran listrik dan bahan peledak;

{. melakukan pemanfaatan bailk untuk . tujuan  pengkajian, penelitian,
pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, perlukiuwan,
budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis
tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi;

g. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat vang

 ditetapkan sebagai hutan, jalur hijau, taman, I't‘,SElDEU’l air, dan dacrah sempadan
sungail; dan/atau

. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkrm rusal atau
matinya tanaman pada tempat-tempat yang d)tetapkan sebaga,x hutan, jalur
hijau, taman, resapan air, dgn daetab se mpad’m sungail.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 112

{1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan  pengelolaan lingkungan toudup,
. Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemcrmiah deerah
lainnya.
(2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, scbagalmana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan antara:
a. Pemerintah Kabupaten dengan pummmc\h ~kabupaten/Kabupalen dalam
provinsi;
b. pemerintah Kabupaten denq(m p(mumtdh kabupaten/l{abupalen dalam
provinsi yang berbeda; dan/atau
¢. pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi lainnya. -
(3) Kerja sama dengan pemerintah dacmh lainnya. sebagajmana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa kerja samayl -
a. pengendalian pencemaran ,a,r udau‘a, tanah, dapn/atau laut lhintas
kabupaten/kola; '
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b. pengendalian kerusakan mangrove,terumbu karang, padang lamun, tanah,
kars, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;

c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;
d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terJadmya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup;
e. pengawasan kctaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan alas
© ketenluan dalam izin lingkungan dan/atau lzin PPLH;

{. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;

(4}

(L)

{2)

3)

pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;

penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber alr lintas

lkabupaten/Kabupaten; d An/atau

i, kerjasama lamnyd sesual dengan perkenmbangan iimu pengetahiuan dan
teknologi.

Tata cara kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintak dacran

lainnya dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

= 0o

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 113

Pemerintah Kabupalen cdapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi
lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam
perlindungan dan pengelolaan Jingkungan hidup.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltuangkan' dalam bentuk
perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dan kelompok masyarakat, organisasi
lingkungan hidup, dan/atau asosiasi peéngusaha atau profesi yang
bersangkutan. ‘ |

Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada aya:. (2)
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETERLIBATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 114"

(1) Masyarakal memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untulk

terlibat  secara aktf maupun pasil dalam perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup.

(2) Keterlibatan masyarakat sebaganmana dimalsud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan,;
C. pengawasan; dan
d. evaluasi.
Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 115

Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk:
a. meningkatkan kepedulian masydrakat dalam perlindungan dan pengelolaan

18

lingkungan hidup;
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c. memperkuat kerjasama dan kemitraan;

. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan

- pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan; dan

[. mengembangkan dan menjaga -budaya dan kearifan lokal dalan rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup. '

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 116

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan akif dalam perlindungan dan pengelolawn lingkungan hidup.

Paragraf 2
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 117

Peran masyarakat dalam proses perlindungan dan pengelo aan jingkungan bidup
dapat berbentuk:

o0 o

(1]

{2)

pengawasan,;

. pemberian pendapat, saran dan usul;

keberatan;
pengaduan; dan
penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 118

Masyarakat dapal melakukan pengawasan sebdgalmana dlmaksud dadam JPasal

117 huruf a, terhadap:

a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana; program dan_kegiatan clalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yag [berdampak pada lingkungan
hidup.

Pengawasan masvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakuakan

melalui : ' ‘

a. pemantauan terhadap pelaksanaan perlindungan dan penge]olcxan lingkungan
hidup;

b. pengujian dan verifikasi sesuail dengan  peraturan p(,ru wclang - Lmquugan
dan ‘atau standar opvrdslom p prosedur; dan/atau

C. evgiuasl,

Pasal 119

Masyarakat dapal berperan degem pemberian pendapat, saran, dan usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 hurul b, secara bertanggung jawab
mengenai perlindungan dan pengelolaan lmgkungan hidup sesuai dengan
prosedur penyampaian pendapat

Pendapat, saran dan usul scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara: 1 ‘

a. langsung;

b. bebas;

c. sukarela; dan

d. bertanggung jawab.



Pasal 120

(1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan schagaimana dimaksud dalam asal
117 huruf ¢ dalam hal: ' '

a.

b.

tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat
untuk berperanserta;

terhadap proses dan isi dari dokumen rencana, kelayakan lingkurnigan,
kebijakan lingkungan;

. penerbitan izin lingkungan; dan/atau .
.tindakan pemerintah dan/atau penanggung jawab usaha kegiatan yang

diduga berpotensi  menimbulkan kerugian pada lingkungan maupun
masyarakat.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi, direspon,
dijeiaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
- keberatan yang diajukan oleh masyaralkat.

Kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
masyarakat yang mengajukan keberatan secara'tertulis, jelas dan patut.

Pasal 121

'(l] Masyarakat berhak mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 117 hurufd.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengaduan masyarakat sehagaimana
dimaksud pada ayat {1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

(1] Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan
~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf ¢, mengenal apa yang dilihat,
didengar, dan diketahuinya dalam rangka 'perlindungan dan pengelolaan

Clingkungan hidup.

(2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan

dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:
-a. nama dan alamat pemberi informasi;

. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan

c. dokumen atau kcterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti:
(3) Penyampaian Informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:
a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
. hak-hak orang; dan '
C. peraturan perundang-undangan dan etikea,

Pasal 123

(1) Hasil peran masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

(2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan

dan diperoleh dengan mudah,

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 124

Partisipasi masyarakat didasarkan pada:
a. adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat;



b.adanya pengakuan dan penghormalan bahwa masyarakat merupakan subjek
dalam penentuan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; .

c. adanya sinergitas antara masyarakat, legislatifl dan eksekutif sebagai penentu
dan pelalksana kehijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d.adanya pemikiran untuk mewujudkan kepentingan bersama secara adil;

¢. adanya kesclaraan dan kepercayaan bersama anjara masyarakat legislatif, dan
eksekutif;

. prakarsa yang berasal dari berbagal unsur masyar akat.

Paragraf 2
Sarana Partisipasi

Pasal 125

Dalam partisipasi masyarakat diperlukan adanya sarana yang mehputl
. akses pada informasi

pengkajian dan pemikiran
pernyataan pendapat

konsultas! publik bherupa:

a forum dengar pendapat publik;
b forum dialog publik; dan

¢ forum keluhan publik.

5. pengaruh dalam proses pengambilan keputusan
6. pemantauan dan cvaluasi

O N — T

Paragraf 3
Cara Partisipasi

Pasal 126

Partisipasi masyara <t dalam perlindungan dan . pengelolaan lin'gkungan hidup
‘dilakukan secara:
a. langsung;
b. bebas;
€. Sukarela;
d. bertanggung jawab.
Paragraf 4
Tahapan

Pasal 127

(1) Tahapan partisipasi masyarakat terdiri atas:
a. pemberian informasi;
b. konsuliasi;
c. akomodasi; dan
d. kolaborasi. _ , _

(2) Tahapan . partisipasi masyarakal dalam pemberian informasi sebagairana
.dimaksud pada ayat (1) huruf a'informasi menunjukkan adanya komunikasi
satu arah dari yang instansi yang berwenang kepada publik.

(3) Tahapan partisipasi masyarakal dalam konsultao, sebagaimana dumalksud pada
ayat (1} nuruf b menunjukkan adanya '.qomnmkdm dua arvah antara pihak vang
berwenang dengan masyaraki!.

(4) Tahapan partisipasi masyarakal dalam akomodasi sebagaimana dimalksud pada
ayat (1) huruf ¢ menunjukan aday . pen_ycrapanf_c_ian pemuatan.

(5) Tahapan partisipasi masyarakal datain kolaborasi sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) huruf d menunjukan aghgge l<c‘8€pahm{jﬂp, kesepakatar dan sincrgitas,
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. Paragraf 5 _
Bentuk Partisipasi

Pasal 128

Partmpasx masyarakat dapat berupa:

=N T - S

(2]

melakukan identifikasi berbagou potensi dan masalah lmgkungan nidup;
melakukan pendampingan dan advokasi,

bantuan pemikiran dan dang;

peningkatan efektivitas dan etisiensi dalam penggunaan sumber daya,
menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan,
bantuan hukum, teknik dan manajemen perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; dan

mengajukan laporan, pengaduan, kKeberatan dan gugatan.

Paragraf 6
Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 129

Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan
dan diperoleh dengan mudanh.

'BAB XI
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 130

Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Kantor melakukan

pengembangan sisten informeasi lingkungan hidup.

Sistem  informasi lingkungan hidup sebagaimana dlmdksud pada ayat (1)

dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada

masyarakat.

Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat, (], terdiri

atas: _ '

status lingkungan hidup;

peta rawan linglaungan fiigs.

keragaman karakler ekowgss,

sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan

informasi lingkungan hidup antara lain, mehpum

1. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

2. kebijakan Pemerintah Dacrah di bidang-perhindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup; '

izin lingkungan,

4. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penylmpanan sementara dan

pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;

izin pembuangan air limbah ke sumber air;

izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;

penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup; '

8. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mua air
laut;

9. kondisi tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun,;

10. status kerusakan tanah, mangrove, teruinbu karang, dan padang lamun,

ceo e
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11.rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan media lingkungan dan ekosistem,

12. keglatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air,
udara, tanah, dan air laut; ‘

13. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan mangrove, terumbu
kKarang, padang lamun, tanah dan kars; dan

14. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air
faut,

IS5 laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem
mangrove, terumbu karang, padang lamun, kars, dan hutan; dan

16. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 131

(1) Untuk  mengembangkan sislem informasi lingkungan hidup, Kantor
berkoordinasi dengan SKPD,

(2] Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan
klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 132
Kantor wajib melakukan: '
a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 {satu! kali
dalam setahun; dan
b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka
waktu tertentu,
Pasal 133

(1} Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tldak atau belum
dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
mengajukan permohonan informasi kepada pejab'Lt pengelola data dan informasi
di lingkungan Kantor.

(2) Kantor dapat menolalk pezmohonan informasi lmgkungcm hidup sebagairnana
dimaksud pada ayal (1), apabila lermasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.

(3} Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Kantor,

pemohon dapat mengajukan gugatan metalui penyelesaian sengketa informasi
publik. .

Pasal 134
Ketentuan lebih lanjut mengenal sistem imformasi lingkungan hidup dictur Calam
Peraturan HBupati.
BAB XII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Amdal

Paragraf 1
Umum

Pasal 135

(1} Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal yang Kepu.usan
Kelayakan Lingkungan Hidupnya diterbitkan oleh Bupati wajib memiliki lzin
Lingkungan dari Bupaii |



™
1

(2) Izin Lingkungan bebagdlmana dimaksud pada ayat (1) merupakcm persyaratan
- untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.’
(3) Dalam hal Jzin Lingkungan dicabut, lzin Usaha dan/atau Kegiatan dibatalkan.

Pasal 136

(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup dan Keputusan P\etldakiayakan Lingkungan Bidup
kepada Kepala Kantor.

[2) Pendelegasian kewenangan dalam penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan
“Hidup dan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupat1 '

Pasal 137

(1} Bupati dapat melimpahkan kewenangan dalam menerb:tkam lzin Lingkungan
- kepada Kepala Kantor.
(2) Pelimpahan kewenangan dalaun menerbitkan lzin ngkungan sehagaimnana
dimaksud pada ay«t (1) diteapkan dengan Keputusan Bupati,

Paragraf 2
Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian RKL-RPL

Pasal 138

(1) Pemrakarsa mengajukan permohonan Jzin Llng:'kungan secara tertulis kepada

_ Bupati.

(2) Permohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
dalam satu permohonan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau
pemeriksaan UKL-UPL

(3) Permohonan izin Lingkungan sebagaimana dimaksud padd ayat (1} harus
dilengkapi dengan persyaratan:

a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan
c. profil usaha dan/atau kegiatan. ,

Paragraf 3
Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Pasal 139

(1} Setelah menerima permohonan izin lingkungan, sebagaimana dimalksud pada
pasal 138 ayat (1), Kantor mclakukan pemerlksaan kelengkapan adiminisirasi,
saang lerdiri atas: 1 h
a. kelenglkapan administrast usaha dap, alau keglatan wajib Amdaat, meupute

I. bukti formal bahwa rencana Iokfm usaha dan/atau keglamn telah sesuai
dengan rencana tata ruang;
2. bukti formel bahwa jenis rencana usaha d arl/atau kegiatan secara prinsip
dapat dilaksanakan; dan
3. cotanda bukti registrasi kompetenst bagi embdga penyedia jasa penyusinan
jdloxumen Amdal dan sertifikasi kompetlens! penyusun Amdal
b. kelengkapan administrasi lormuliv UKL-UPL, antara lain:

kesesualan dengan tala ruang,

diskripsi rinci rencana usaha dan/atau keglatan;

dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;

program pengelold&n dan pemantauan lingkungan hidup; dan

neta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Rh D=2
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Hasil pemeriksaan kelengkapan adiminisirasi schagaimana dimaksud pada ayat
(1] dapat berupa:

a. permohonan lzin Lingkungan dinyatakan lenhgkap,; atau

b. permohonan lzin Lingkungan dinyatakan tidal lengkap.

Dalam hal permohonan lzin Lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat {(2) huruf a, Bupati memberikan pernyataan tertulis
mengenal kelengkapan administrasi kepada pemohon.,

Dalam hal permohonan lzin Linglkungan dinyatekan tidalk lengkap sebagaiiaana
dimaksud pada ayat (2] huruf b, Bupati mengembalikan permohonar Izin
Lingkungan kepada pemohon.

Paragraf 4
Pengumuman Permohonan Izin ngkungan

Pasal 140

Terhadap permohonan lzin Lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 ayal (2} huruf a, Bupati melakukan pengumuman
melalul multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Keg atan

: I'pa.ling lama S (limma) hari kerja lerhitung sejak KA, konsep Andal dan RKL-RPL

(2!

(6)

(7)

dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

139 auat (3) atau paling lama 2 (dua) hori kegigerhitung, sejak formyil UKL~

UPL dinyatakan lengkap secuza adiinitrasi.

Masyarakat dapat membgiban saran, pendapat, dan tanggapan terhadap

pengumuman sebagaimana trnaksud pada ayat (1) melalui:

a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat
yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan perraohonan izin lingkungan; atau

b. Kepala Kantor, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau keg.atan
UKL-UPL.

Pengumuman permohonan lzin Lingkungan dilakukan dengan menggur.akan

bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta disampaikan dengan jelas dan

mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengumuman  permohonan izin  Lingkungan dapat juga dituliskan

terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal. sesuai dengan lokasi dirnana

pengumuman tersebut akan dilakulan.

Pengumuman permohonan lzin Lingkungan melalui lTlU.ltln’ltdlri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilalkukan secara Cff‘ktlf dan eflslen yang dapat

menjangkau masyarakat, antara lain website, _

Pengumuman permohonan izin Lingkungan melalui papan pengumtman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi rencana Usaha

dan/atau Keglatan vang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

Pengumumcm permohonang;#in Lingkungan sebagaimana dimaksud pads ayal

S memuat informasi mengened:

nama dan alamat permohe izin Linglkungan;

. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

. skala/besaran rencana Ugsoha dan/alau Keglalan;

. lokasli rencana Usaha dan: atau Kegiatan; dan

Sinformasi mep-enai caragng: dapatlan KA yang telah cllsqu' 1, konsep Andal

ddﬂ RKL-RPLL erupa:
g asl mengenal mag. acakat dapal memperoleh KA yang telah disefujui,
konsep Andal dan RKL=RP! yang diajukan untuk dilakukan penilaian atas
permohonan [zin ngkungcm; dan/atau

2. tautan (link) dokumen KA yang telah disetujui, konsep Andal dan RKL-RPL
vang diunduh (downloadk aleh macuaraleat’

(
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[ tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu ptmbel fan suaran,
pendapat, dan tanggapan dari masyarakat;

g nama dan alamal penernma saran, pendapat dan tanggapan dari warga
masyarakat; dan

h. nama dan alamat wakil masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang
akan duduk sebagai anggota KPAD.

Paragraf 5
Penilaian Dokumen Andal dan RPL-RPL,
dan Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir Dokumen Andal
dan RKL-RPL

Pasal 141

(1) Setelah pengumuman permohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 140 ayat (1] dan ayat (2}, Bupati menugaskan kepada KPAD untuk
melakukan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, .

(2) Berdasarkan penilaian dokumen’ Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimealksud
pada ayat (1), Ketua KPAD merekomendasikan kepada Bupati untuk
menerbitkan  Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. atau Keputusan
Ketldaklayakcm Linglkkungan Hidup.

(3] Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau
penitaian akhir dokumen Andal dan RKL-RPL dari KPAD dilakukan dalam jangka
waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak KA, konsep Andal dan
RKL-RPL dinyatakan lengkap secun administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (3).

Paragraf 6
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan
Lingkungan Hidup, dan/atau
izin lingkungan

Pasal 142

(1) Bupati menerbitkan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau kepuiusan
Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, dan/atau keputusan Izin Lingkungan dalam
jangka waktu 10 {sepuluh] hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi
Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi Ketidaklayakan lLingkuagan
Hidup dari Ketua KPAD sebagaumana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2).

(2) Dalam keputusan Kelayakan lingkungan Hidun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memual;

a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. ringkasan dampalc yang diperkirakan timbul; \

¢. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh
Pemrakarsa dan pihak lain;

d. pernyataan penetapan Kelayakan Linglkungan Hidup;

e. jumlah dan jenis lzin PPLH yang diperlukan; dan

[ tanggal penetapan kepulusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

(3) Dalam keputusan Ketidakiayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;

¢. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh
Pemrakarsa dan pihak lain;

d. pernyataan penetapan kKetidaklavakan Lingkungan Hidup;

¢. dasar pertimbangan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
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(4) Dalam keputusan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat: »
a. dasar dlterbltkannya lzin Lingkungan, berupa Keputusan Kelayakan
~ Lingkungan Hidup;
b. identitas pemegang lzin Lingkungan sesual dengan akta notaris, yang
meliputi: | '

l. nama Usaha dan/atau Kegiatan;

2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan,

3. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan jabatan;

4. alamat kanfor; dan

5. lokasi kegiatan

c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan,;
- d. persyaratan pemegang lzin Lingkungan, meliputi;

1. persyaraian yang tercantum dalam RKL-RPL;

2. memperoleh [zin PPLH yang diperlukan; dan

3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

e. kewajihan pemegang [zin Lingkungan, meliputi:

1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan Fidup
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang lercantum
dalam RKL-RPL dan diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang
dimuat dalam lzin Lingkungan selama 6 {enam) bulan sekali;

3. mengajukan  permohonan  perubahan . Izin Lingkungan  apabila
direncanakan untuk dilakukan perubahan ‘terhadap deskripsi rencana
Usaha dan/atau Kegiatannya; dan

4. kewajiban lain  yang ditelapkan Bupati berdasarkan kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

{. masa berlakunya lzin Lingkungan yang me njelaskan berlaku selama Usaha

+ dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan alas Usaha
dan/atau Kegiatan yang bersangkutan., :

g. penetapan mulai berlakunya lzin Lingkungan.

Paragraf 7
FPepgumuman Keputusan Izin Lingkungan

Pasal 143

(1) Bupati mengumumkan keputusan lzin Lingkungan yang telah diterbitkan
melalul media massa dan/atau multimedia, antara lain situs internet vang
secara elektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat.

(2] Pengumuman keputusan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan dalam jangka wakiu 5 [lima) hari kerja sejak citerbitkan izin
lingkungan.

(3] Dalam hal terjadi keberatan terhadap keputusan lzin Lingkungan yang telah
diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap kepulusan lzin
Lingkungan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 8
Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 144

(1). Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajulkan permohonan
perubahan lzin Linglkungan kepada Bupati, apabila Usaha dan/atau Keg.atan

yang telah memperoleh Izin  Lingkungan direncanakan untuk dilakukan
nertihabhan



(Q] Perubahan Usaha dan/atau J((,glatem sebagaimana dunaksud pada avat (1)
meliputi;
a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan,
b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, dengan kriteria:
1.perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh
terhadap lingkungan hidup; ' I

.penambahan kapasitas produksi;

. perubahan spesilikasi teknis yang me mpengarum lingkunhgan hidup;

. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan,

. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;

. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau- Ixeglatan

.Usaha dan/atau Kegiatan Ji dalam kawasan yang btJum tercakup di dalam

lzin Lingkungan;

Aerjadinya sparubahan keopakan pemerinlab yang ditujukan dalam rangka

peningkatag. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
g.terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat
peristiwa alam atau karena akibat lain, scbelumn dan pada waktu Usaha
dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

d. terdapat perubahan dampalk dan/atau risiko terhadap linglungan hidup
berdasarkan hasil kajian angiisis risiko lingkungan hldup dan/atau audit
Jlingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/alau Kegiatan dalam jangka
walktu 3 (tiga) tahun scjals diterbitkannya Izin Lingkungan.

\]O‘\U’l-ﬁ-ww
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Pasal 145

(1) Sebelum mengajulkan permohonan perubahan lzin Lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2} huruf ¢, huruf d, dan huruf e, penanggung
jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. '

{2} Pengajuan permohonan perubahan Keput usan Kelayakan nglcung,an Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
~a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau

- b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

(3).-Penerbitan perubahan keputusan lzin Lingkungan dilakukan, setelah penernitan

perubahan keputusan Kelayalg n Linglungan Hidup. |

{4} Pengajan.. permohonan pedihgh L " Keptritusan Kelayakan Lingkungan Hidup
dilakukan sesuai prosedur.

Paragraf 9
Masa Berlakunya Izin Lingkungan

Pasal 146
Masa berlakunya lzin Lingkungan sama dengan berlakunya lzin Usaha dan/atau
Kegiatan. !
Bagian Kedua
Izin Lingkungan:Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

Paragraf 1
Umum

Pasal 147

1), Seuap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang rekomegdasi UKL-UPLnya
diterbitkan oleh Bupali wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati,
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(2)

(3)

()

2]

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan
untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiaten.
Dalam hal lzin Lingkungan dicabul, Izin Usaha dan/atau Kegiatan dibatalke.

Pasal 148

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam menerbltkan rekomendasi
UKL-UPL kepada Kepala Kantor.

Pendelegasian kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 149

Bupati dapat melimpahkan kewenangan dalam menerbitkan Izm Lingkungan
kepada Kepala Kantor.

Pelimpahan kewenangan dalam menerbitkan [zin ngkungan sebagairmana
dimaksud pada ayat (1] ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Paragraf 2
Permohonan Izin Lingkungan
dan Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 150

Pemrakarsa mengajukan permohonan [zin Lingkungan secara tertulis kepada
Bupati, :

Permohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimeaksud pada ayat {1) dilakukan
dalam satu permohonan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.

- Permohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi dengan persyaratan:

a. formulir UKL-UPL;

b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
¢. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi
Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 151 -

Setelah menerima permohonan lzin Lingkungan dan pemeériksaan UKI~UPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bupati melakukan -uji administrasi

permohonan lzin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang terdiri atas:

a. kesesualan dengan tata ruang,

b. diskripsi rinci rencana Usaha dan/arau Kegiatan,

c. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi,

d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan

¢. peta lokasi pengelolaan dan pemantavan lingkungan hidup.

Hasil pemeriksa: 0 kelengkapan administrasi schagaimana dimaksud pade ayat

(1) berupa:

a. permohonan lzin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL dinyatakan lenglkap,
atau

b. permohonan lzin Lingkungan dan pcmerll\ﬂan UKL-UPL dinyatakan tidak
lengap.

Dalam hal permohonan lzin Linglkungan dan permeriksaan UKL-UPL dinyatakan

lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memberikan

pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan lzin

Linegkunean dan nemeriksaan {formulir UKL-UPL kenada nemohon.
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(4] Dalam hal permohonan lzin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL dinyatakan
tidak lengkap schagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b, Bupati

mengembalikan permohonan lzin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL kepada
pemohort.

1

Paragraf 4
Pengumuman Permobonan Izin Lingkungan

Pasal 152

(1) Bupati mengumumkan permohonan lzin Lingkungan melalui multimedia dan
papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 {dua) hari
kerja terhitung scjak permolionan lzin Lingkungan dan pemeriksaan formulir
UKL-UPL dinyatakan lengkap secara adminitrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 ayat (3).

(2] Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sefak diumumkan permohonar lzin
‘Lingkungan.

(3) Pengumuman permohonan Jzin ngkungem dilakukan dengan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar, disanpaikan dengan jelas dan mudah
dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.

(4) Pengumuman  permohonan  lzin  Lingkungan  dapat  pula  dituliskan
terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi
dimana pengumuman tersebut akan dilakukan,

(5] Pengumuman permohonan lzin Lingkungan melalui multimedia sebagairnana
dimaksud pada ayat {1} didakukan sccara elektif dan efisien yang dapat
menjangkau masyaralkat.

(6) Pengumuman permohonan Ilzin  Lingkungan melalui papan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi rencana usaha
dan/atau Kkegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang terkena
dampal<.

(7] Pengumuman permohonan lzin ng,kungan memuat infor ma31 mengenai:

a. nama dan alamal permohonan izin lingkungan;
D. jenis rencana Usaha dan/alau Kegiatan,
€. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
d lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- informasi mengenal cara nmendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh
pemohon berupa:
. Informasi mengenai masyarakat dapat memperoleh forrnuhr UKIL-UPL vang
telah diisi olch pemrakarsa; dan
2. tautan {link) formulir UKL—UPI. yang dapat diunduh (download) oleh
masyaralast.
f. tanggal pengumuman mulal dipasang dan batab waktu pemberian saran,
pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan
g. nama dan alamal penerima saran, pendapat dan tanggapdn dari warga

masyarakal.
Paragxaf S
Pemeriksaan Formulir UKL-UPL, Rekomendasi UKL-UPL dan Keputusan I:zin
Lingkungan
Pasal 153

(1) Setelah menguniumkan permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152, Bupati melakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL.

(2) Berdasarkan pemcriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat

~{!), Bupati menerbitkan;



(3

(4]

a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan lzin Lingkungan, Jlkd rencana Usaha

dan/atau Kegiatan dinyatakan disetujui; dan

b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dinyatakan tidak diselujui.

Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

‘a paling sedikit memuat:

a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. ringkasan dampak yang dipeckirakan timbul,

C. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh
pemrakarsa dan pihak lain; :

d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;

¢. dasar pertimbangan perselujuan UKL-UPL;

f

g.

I jumtah dan jenis lzin PPLH yang diperlukan; dan

tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl b
paling sedikit memuat:
a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
C. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh
pemrakarsa dan pihak lain;

d. pernyataan penolakan UKL-UPL;

c. dasar pertimbangan penolakan UKL-UDPL, dan
[. tanggal penctapan rekomendasi pebolakan UKL-UPL.

Pasal 154

Permeriksaan formulir UKL-UPL, penerbitan rekomendasi persetujuan UKI-UPL

atau penerbitan rekomendasi penclakan UKL-UPL, dan penérbitan kepurusan

lzin Lingkungan dilalkukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja

terhitung scjak permohonan lzin Lingkungan dan pemeriksaan formulir JKL-

UPL dinyatakan, lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 153 ayat (3).

Penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagajmana dimalsud pada

ayat {1) paling sedikit memuat:

a. lingkup rencana Usaha dan/alau Kegiatan;

b. ringkasan dampak vang diperkirakan timbul;

Cc. upaya pengelolaan dan pemantauan dampakyang akan dilakukan oleh
pemrakarsa dan pihalc lain;

d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;

e. dasar pertimbangan persetuan UKL-UPL;

f. jumlah dan jenis lzin PPLH yang diperlukan; dan

g. tanggap penetapan rekomendasi UKL-UPL.

Penerbitan rekomendasi penolclkdn UKL-UPL sebagaimana dlmaksud pads ayat

(1) paling sedikit memuat:

a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. ringkasan dampak yang dipeckirakan timbul;

C. Upaya pengelolaan dan pemantauan dammk vang akan dilakukan oleh
pemrakarsa dan pihak lain;

d. pernyataan penolalkan UKL-UPL;

e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL; dan

f. tanggal penctapan rekomendast penolakan UKL-UPL.

Penerbitan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) paling sedikit

memuat! '

a. dasar diterbitkannya lzin Lingkungan, berupa rekomendasi persetujuan UKL-
UPL;



b

UKL-UPL.

Paragraf 3
Kewenangan dan Tugas Pemberian [zin Lingkungan

Pasal 160

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dan

izin

lingkungan kepada Kepala Kantor sesuai dengan peraturdn perundang-

undangan. :

Pasal 161

Tugas dan wewenang pembert an lingkungan meliputi:

a.

merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan
verdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daemh ing

. 'melaksanakan pelayanan perizinan;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait; '

melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan
kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Bupati;

mencantum  kewajiban rencana pengelolaan dan  rencana  pemahlauan
lingkungan yang tercantum dilam dokumen Amdalatau UXL-UPL ke dalan izin
lingkungan;

-.mengelola informasi yang bexkajtan dengan izin lingkungan,

melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan
oleh pemohon izin;

menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;

melakukan pengawasan;

mengenakan sanksi administrasi lerhadap pelanggaran izin;

melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait
perizinan; , .

melakukan penyuluhan dan  penyadaran rasyarakat tentang pentingnya

| pengurusan izin; dan

m.

izin
mel
a.
b.
C.

mengelola pengaduan masyarakat.

Paragraf 4
Persyaratan Izin Lingkungan

Pasal 162
lingkungan tingkat Kabupaten diberikan setelah memenuhi persyaratan yang
iputi
persyaratan administrast,
persyaratan yuridis; dan
persyaratan teknis.

Pasal 163

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huiuf a

adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketalausahaan
sebagal dasar pengajuan izin lingkungan yang dituangkan dalam formulir
permohonan izin hingkungan. . _

Formulir permobionan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
AL paling sedikit memuat:

a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;

b. nama perusahaan;

¢. alamat perusahaan;

d. bidang usaha/kegialan;

o lalea et leeroiabo:



[. nomor telepon perusahaan;
g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
.h.data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturrm perunclang-
undangan.

Pasal 164

(1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b adalah
persyaratan yang diperlukan dalam pumnuhgul aspek keabsahan untuk suatu
usaha/kegiatan.

(2} Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
~ memuat: :
a, akta pendirian;
b. kartu tanda peduduk atau dokumen identitas lainnya;
rekomendasi;
d. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau RekomenddSL Keldyakan UKL-
UPL;
‘€. 1zin-izin lain yang lerkait,

f. pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak;

dan

g. dolkkumen hukum lainnya sesual dengan perafuran perundang-undangan.

o

Pasal 165

Dalam hal izin lingkungan tanpa disertai Amdal atau UKL- UPL dinyatakan batal
demi hukum. ‘

Pasal 166

(1] Persyaratan ieknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf ¢ adalah
persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.

(2] Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayctt (1] meliputi:

. Jenis, sifat dan karakteristik produksi;

.jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan;

. penggunaan mesin;

. alat ulkur; :

. sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;
sistem tanggap darurat; dan

. ketersediaan  sarana dan prassarana  tekhnis  lainnya  sesual  dengan
peraturan perundang- undangan.

Ua_—ﬁrté_ocrm

Pasal 167

{1} lzin lingkungan wajib diterbitkan paling lana 30 (tiga puluh) han kerja
scjak persyaratan dokumen dinvatakan lengkap.

(2) Dalam hal pembert izin lingkungan melampui batas walktu penerbitan izin
yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat [1), permohondn izin
lingkungan dianggap ditolak.

(3) Dalam hal 1zin lmgkungan dianggap ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka pemohon izin lingkungan dapat:

a. mengajukan keberatan kepada pejabatl pemberi izin linglkungan,

b. mengajukan upaya banding administratil kepada atasan yang berwenang
apabila dalam waktu 30 (tiga puluh} hari-kecia, upaya keberatan pemohon
sebagaimana dimaksud pada huruf o ditolak; atau



-

c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu
30 (tiga puluh) hari kerja upaya. banding administratif pemohon sebagaiinana
dimalisud pada huruf b ditolak.

Paragraf S
Pengumuman.

Pasal 168

A1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat

terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan,

{2} Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dimaksudkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan, transparan31 aksesibilitas,
partisipasi dan akuntabilitas.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan dengan care yang
mudah diketahui oleh masyarakal. '

Pasal 169

(1) Dalam hal  semua  persyaratan  yang  ditentukan dalam  peraturan

- perundang-undangan ° telah dipenuhi oleh pemohon izin lingkungan, perberi
izin lingkungan wajib mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan

. masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin lingkungan

vang altan diterbitkan.

(2) Masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakal sebagaimana dimaksud
pada ay:at {1] wajib ditindakla.j, toleh pemberi izin lingkungan.

{3) Pelaksanaan dan hasil tindak g yut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib diberitahukan kepada masyarakat yang memberikan masukan tanggapan
dan/atau keberatan

Pasal 170

(1] Dalam hal persyaratan permohonan izin telah dmycltakan lengkap sesual dengan
peraturan perundang-undangan oieh pemberi izin, pemben izin  wajib
menerbitkan izin lingkungan.

(2} Keputusan izin lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemberi izin wajib mengumumkan kepada masyaralkat.

Pasal 171

Tata cara pengumuman, pempyiian Maggcan, tahggapan dan,.4u keberatan
masyarakal diatur lebih lanjut deye Peraturan Bupatl.

Paragraf 6
Penolakan Pemberian Izin Lingkungan

Pasal 172

(1] Bupati sesual dengan kewenangannya wajib  menolak  permohonan  izin
lingkungan dalam hal: .
a. adanya  sural  keputusan  ketidaklayakan  lingkungan  hidup  atau

rekomendasi ketidaklayakan UKL-UPL; I

b. permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL; atau
c. tidak dilengkapi dengan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Dalam hal izin lingkungan ditolak sehagaimana dimaksud - pada ayat (l),
penanggung jawab usaha dangatau kegiatan lidak dapat mengajukan izin
usaha dan/atau kegiatan.



pee)

Paragraf 7
Pembatalan 1zin Lingkungan

Pasal 173

lzin lingkungan dapat dibatalkan dalaun hal:

a. persyaratan  vyang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat
hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau

- pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam
keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-
UPL; dan/atau _ ‘

¢. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau. UKL-UPL idak
dilaksanakan oleb penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 8
Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 174

(1) lzin lingkungan berlaku  sepanjang usaha dan/atau  kegiatannya tidak
mengalami perubahan. _
(2) Penanggung jawab usaha danjatau kegiatan wajib melakukan perubahan izin
lingkungan apabila:
a.adanya  perubahan  dalam penggunaan  alat-alat  produksi  yang
berpengaruh " terhadap lingkungan hidup;
. penambahan kapasitas produkst; -
perubahan spesifikasi tekntk yang mempengar uhi lingkungan;
- perubahan sarana usaha;
perluasan lahan dan bangunan usaha;
perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
g. terjadinya kebijakan pemerinlah yang ditujukan dalam rangka peningkatan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Dalam hal terjadi perubahan izin lingkungan scbagaimana cllmaksud pade ayat
(2], penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
a. wajib segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah
diterbitkan; dan
b. tidak boeleh mengoperasikan usaha dan/atau kegiatan sebelum diterbitkan
izin perubahan,

-0 0o g

Paragraf 9
Kewajiban Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 175

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban:

4: menaati peraturan perundang-undaigan, persyaratan yang tercantum dalam
izin, pedoman kerja, dan ketentuan-ketentuan lainnya;

b. memberikan kesempatan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup atau
pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan;

c. melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup
secara berkala dan sewaktu wakiu,

d. mendokumentasikan kegiatan perlindungan dan perngelolaan lingkungan hidup;

¢. melakukan tindakan-tindakan yang bertuJuan mencegah atau mewnperkecil
kerusakan dan/atau pencemaran;

f. 'melaporkan kepada pejabat pemberi izin li_ngkungan apabila  terjadi
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;



memberikan laporan kepada pejahat pemberi  izin lingkungan mengenai
bemantauan terhadap kelestarian lingkungan; dan

. bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan dan/atau

- pencemaran lingkungan.

Paragraf 10
Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 176

(1) Pemberi izin wajib menyusun, menetapkan  dan  menerapkan standar

pelayanan perizinan lingkungan.

(2] Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Paragraf 11 '
Peran Serta Masyarakat dalam Perizinan Lingkungan

Pasal 177

(1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperiikan peran serta

masyarakat.,

(2) Peran scrta masyarakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan

dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.

(3] Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada

setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan

(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

(1)

(2)

a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin,
dan ‘ '

b. rencana  kegiatan dan/atau  usaha dan perkiraan  dampaknya
terhadap lingkungan dan masyarakat.

Akses  partisipasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (3) meliputi

pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau

kerugian akibal keglatan dan/atau usaha. r

Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraluran

perundang-undangan. I

Paragraf 12
Keterkaitan Izin Lingkungan dengan

Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Pasal 178

lzin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan. :

Dalam hal izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan tanpa dilengkapi dengan
izin  lingkungan, izin usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan batal demi

- hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 179

Penanggung jawab usaha dan/atau kegialan yang melakukan pelanguaran
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkung.n hidup atau
persyaralan perizinan, dapat dikenakan sanksi administratif pencabulan izin
lingkungan.

Dalam hal izin lingkungan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan oleh pemberi izin usaha dan/atau
kegiatan. |



(3) Apabila dalam waktu 90 {sembilan puluh) hart kerja pemberi izin usaha
dan/atau kegiatan tidak melakukan pembatalan izin usalia dan/.atau keglatan,
usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan tidak sakh.

(4) Usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak sah sebaggimana dimaksud
pada ayat (3), tetapi masih beroperasi (Mpat dikenakan sanks{ sesual
peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

Dalam hal izin lingkungan dicabul, maka pemohon izig lingkungan dapat:

a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin lmgkungan

b. mengajukan upaya Dbanding administratif kepada atasan vyang berwenang
apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemohon
sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau

¢. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam wakiu 30
(tiga puluh) hari kerja upaya banding administralif pemohon sebagaimana
dimaksud pada hurul b ditolalk. i

Bagian Keempat
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hldup

Pasal 181

(1] Izin PPLM yang diterbitkan oleh Bupati meliputi:
a. lzin pengeloiaan limbah B3 untuk kegiatan pﬁnylmpanan sementara Lirabah
B3;
b.izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan hmbah B3 skala
kabupaten;
c. izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
d. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah,;
(2) Bupati dalam menerbitkan izin sebagaimana  dimaksud  pada ayal (1)
didelegasikan kepada Kepala kantor. 5
(3] Ketentuan lebihi/anjut mengenal tata cara. perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) hunt.{ ¢ dan hurufl d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN |

Pasal 182

" (1) Kantor melakukan pembinaan kepada:
a. dunia usaha; dan
b. masyarakat
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana
dimaksud pada ayatl (1} huruf a dan burul b antara lain metalui:
a. bantuan teknis;,
D. bimbingan teknis; ‘
c. diseminasi peraturan puundang undangan ci bidang PPLH; dan/atau
d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
(3) Ketentuan lebih  lanjut mengenai pembinaan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XIV
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tujuan
Paragraf 1
Fungsi

Pasal 183

Pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan aidup

herfungsi: -

a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya
izin  dan  peraturan perundang-undangan oleh penanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan.

b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan me ngata51 penyebaran
dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya.

¢. meneniukan tindakan sesuai dengan peraluran perundang-undangan dan
standar serta prosedur izin.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 184

Pengawasan dalam bidang perlindingan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan untuk:

a. memastikean tingkat penaatan dari ;)(,ndnggungjdwclb usaha dan/atau kegialan;
b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;

c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan
perizinan dan peraturan perundang-undangan;

d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah

serta izin dan peraturan perundang-uncdangan; '

menjamin  adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakulaan  oleh

PPLHD dan instansi terkait lainnya yang meiakukan pengawasan di bidang

lingkungan; '

f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegialan;
dan

g membina kepercayaan masyaralkat.

(g

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 183

[1] Bupati melaksanakan pengawasan terhadap kelaatan p(,nanggungjaw b usaha
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. win lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati,
b.izin PPLH vang diterbitkan oleh Bupati; dan
c. peraturan perundang-undangan di bidang per lindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

(2] Dalam melaksanakan pengawasan sebag,aimnm 1 dlmaksud pada ayat (1], Bupati
dapat:
a. mendelegasikan kepada Kepala Kantor; dan



-

b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan
pejabat fungsional.
{3) Penetapan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, |

Pasal 186

Kepala Kantor dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab

‘usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh

pemerintah Kabupaten, jika Kepala Kantor menganggap terjadi pelanggaran yang
serius di bidang PPLEH,

Bagian Ketiga
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 187

(1) -PPLHD dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki uji kompetensi.
(2} Pengaturan lebih lanjut mengenai ujl  kompetensi PPLHD akan diatur
- sesual peraturan perundang-undangan. ’

Pasal 188 ‘

(1] Kedudukan kepegawaian PPLHD merupakan jabatan fungsional.
2) Ketentuan mengenal jabatan fungsional sebagaimana d1maksud pada ayat (1)
- ditaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

(1) PPLHD mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan atas: '
a. penaatan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan penge lolaan hngkungan hidup; dan
‘b. penaatan terhadap izin lingkungan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I} PPLHD
wajib disertal surat penugasan.

Pasal 190

(1) PPLHD berwenang:

- a. melakukan pemantauan;

b. meminta keterangan;

c. membuat salinnn dari dokumen dan/atau niembuat catatan yang diperlulkan;

d. memasuki tempat tertentu,

e, memolret,

f. membuat rekaman audio visual;

g. mengambil sampel,

h. memeriksa peralatan;

1 memeriksa instalasi dan/atau alat tr .:IHSDOItcl&;l dan/atau

menghentikan pelanggaran rertentu,

(2} Ddldm melaksanakan tugasnya.ppr sl dapat berkoordinasi dengan Penyidik
PPNS. ‘

(3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan
tugas PPLHD. '

i__



Pasal 191

y (1) Tata cara pengangkatan PPLHD meliputi;

a. pejabat pengawas;
b. persyaratan pengangkatan,
c. pengusulan pengangkatan;
d. pengangkatan; dan
e, mutasi; ‘ :

(2) Ketentuan  lebih  Jlanjut  mengenai fata cara pengangkatan pejabat
pengawas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 192

(1} Pelaksanaan pengawasan terdii atas:

a. pengumpulan data dan informasi;

b. pemeriksaan dokumen dan lapangan;
¢. tahapan pelaksanaan pengawnsan;
- d. pelaporan;

e. koordinasi;

f. evaluasi; ,

g. penilaian; dan ©

h. pembiayaan.

(2] Ketentuan lebih  Janjut mengenal tata cara pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati,

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

i

Bagian Kesatu
Ancaman Sanksi Administratif

Pasal 193

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat 5,
Pasal 28 ayat 3, Pasal 35 ayat 5, Pasal 36 ayat 3, Pasal 42 ayat 5, Pasal 47 ayat
3, Pasal 53 ayat 5, Pasal 54 ayal 4, Pasal 60 ayat 3, Pasal 61 ayat 3, Pasal 68
ayat 3, Pasal 69 ayat 3, Pasal 76 ayat 3, Pasal 77 ayat 3, Pasal 111 dan Pasal
147 ayat 1 diterapkan sanksi administratil oleh Bupati. =2 perlu disinkrenkan
kemball pasal yang dikenakan sanksi. | -

(2) Bupati dalam menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) mendelegasikan kepada Kepala Kantor.

(3] Kepala Kantor dapal :menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya
diterbitlkkan oleh pemerintah Kabupaten, jika pemerintah Kabupaten .secara
sengaya ndak menerapkan sankst administralifl techadap pelanggaran serius di
bidang PPLH.

[4) Penerapan sanksi administratil’ scbagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup
yang merupakan pejabat fungsional.
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Bagian Kedua
Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 194

(1) Pengenaan sanksi administratil dapat dikenakan terhadap penanggung Jjawab
usaha dan/atau kegintan secara: '
a. bertahap,
b. tidak bertahap; atau
c.. kumulatif. _

(2) Untuk menentukan pengenaan  sanks adiminisirasi secara bertahap, tidak
bertahap atau kumulatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang
berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:

a. tingkat atau berat-ringannya  jenis  pelanggaran  yang ditakukan oleh
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

b. tingkal penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
pemenuhan perintah  atau  kewajiban  yang ditentukan dalam  sanksi
administratif;

c. rekam jejak Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau

- d. tingkat pengaruh atau implikasi pada lingkungan hidup.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesual peraturan
perundang-undangain. 1

Bagian Ketiga
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 195
Jenis sanksi administratif, meliputi
a. teguran tertulis;
b.  paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; :
d. pencabutan izin lingkungan. '
Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 196

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huyﬂf a diterepkan
kepada penanggung jawab usaba dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran
terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam lzin Lingkungan, lzin
PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belunm mentmbulkan dampak negatil terhadap
lingkungan hidup. |

Péragraf 2
Paksaan Pemerintah

Pasal 197

(1) Paksaan pemeriniah sebagaimana dimaksud dalam Pasal . 195 huruf b
diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/ataw kegiatan apabila:
a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewgjiban yang tercanium

dalam Izin Lingkungan dan/atau lzin PPLH; dan/atau

b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang, tidak melaksanakan Setiap
paksaan Pemerintah  dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan
nelalkkenrnann eankal pakeaan nemerintahan,



(3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
usulan Kepala Kanlor. '

Pasal 198

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan denda
adminstratif sebagaumana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2), atas setiap
keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah,

(2) PPLHD menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati mengenai adanya
dugaan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi denda administratif
-sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

(3) Bupati, menerbitkan keputusan pengenaan denda administratif.

(4) Keputusan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
© {4} paling kurang memuat:
cnama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau ke g1atan
nama dan alamat perusahaan;
. jenis pelanggaran; ‘
d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan
maupun yang dimuat dalam izin ]mgkungdn
. ruang lingkup pelanggaran _
alasan pelanggaran yang dilakukan;
-implikasi atau akibat dari pelanggaran;
Jumlah atau besaran denda yang harus dibayarkan setiap keterlambatan
dalam melaksanakan paksaan pemerintahan; :
1. Jangka waktu kewajiban pembayaran denda; dan
J. identitas PLLHD yang melakukan pengawasan.

O oo
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Pasal 199

(i) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi
kewajibannya membayar denda dalam jangka waktu tertentu sebagaimana
yang telah ditetapkan dalamm surat keputusan denda administratif, dapat
ditingkatkan sanksi administratifl berupa pembekuan izin lingkungan atau
pencabutan izin lingkungan.

(2) Sebelum Bupati menetapkan  sanksi  pembekuan izin  lingkungan atau
pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cdapat
memperrmmbangkan pendapat ahli. ‘

Paragraf 3
Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 200

(1) Pembekuan lzin Linglkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 236  hurul ¢
diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;

b. melakukan kegialan selain kegialan yang tercantum dalam lzin Lingkungan
serta lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; dan/atau

c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan lzin Lingkungan dan/atau lzin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.,

(2) Kepala Kantor merekomendasikan kepada pejabat yang menerbitkan izin usaha
dan/atau kegiatan untuk menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha

-dan/atau kegiatan, dalam bal sanksi administratif yang diberikan berupa
pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
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Paragraf 4 '
Pencabutan Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH

Pasal 201

(1) Pencabutan lzin Linglkungan dan/atau lzin PPLH dimaksud daidm Pasal 195

huruf ¢ diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

a: memindahtangankan izin usshanya kepada [)lhd.k lain tanpa persetujuan

~ tertulis dari pemberi izin usaha,

b. tidak melaksanakan sebagian besur atau sefurub paksaan pemerintah yang
telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau

c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
yang membahayakan keselainatan dao kesehalan manusia,

(2) Kepala Kantor merelkomendasikan kepada pejabat yang menerbitkan izin usaha
dan/atau kegialan untuk menerbiikan keputusan pencabutan izin ausaha
dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa
pencabutan izin lingkungan dan/afau izin PPLH.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP -

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 202

{1} Penyeclesaian sengketa lingku ngan hidup dapat dite‘mpuh di luar pengadilan atau
melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

(2) Penyelesaian sengketa. lmgkungdn hidup dilakukan secara sukarela oleh para
pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan’ dapat ditempuh
apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh
salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
di Luar Pengadian

Pasal 203

(1) Penyclesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk
mencapal kesepakatan mengenal:

bentuk dan besarnya ganti rugi;

tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

lindakan tertentu untuk menjamin tidak akan ternulangnya pencernaran

dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untulk mencegah tinbulnya dampalk negatif terhadap lingkungan

hidup.

(2] Penyelesaian senglketa lingkungan hidup di fuar pengadilan dapat diteoipuh
melalui negosiasi, mediasi dan arbitrast sesual pilihan para pihak yang
bersengkela. '

Cow

Pasal 204

(1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pthak dapat
menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.



(2} Kantor dapat; '

a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

(3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian scngketa lingkungan hidup di luar pengadilan . tidak berlaku
terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

(5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak
berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui
pengadilan. '

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 205

(1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/alau keglatan yang menyebabkan pencemaran
dan/atau  perusalkan lingkungan hidup  yang mengakibatkan kerugian
lingkungan hidup. w '

(2) Hak mengajukan gugatan genti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana

~dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor.

Pasal 206

(1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugal Pemerintah Daerah didasarkan
pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(2) Hak gugat Permerintah Daerah hanya digunalkan apabila hasil verifikasi lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian
lingkungan hidup. , e _

(3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Kantor menunjuk kuasa
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias
Utara.

Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat
Pasal 207
(1} Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan  kelompok untulk

kepentingan dirinya sendirl dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila
mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta
- atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan
anggota kelompoknya. :
(3) Ketentuan mengenal hal gugal masyarakat dilaksanakan sesual ketenluan
peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkingan Hidup

Pasal 208

(1 )Orgdmbam lmgkungan hidup berhak me ngajukan gugatan umtuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

[2) Hak mengajukan gugatan untulk kepentingan pq:lestarlan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terbalas pada tuntutan untuk melakukan
tindakan tertentu tanpa adanya (unfutan ganti rugi, kecuali biaya atau
pengeluaran riil, ' 1 '

(31 Organisast lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi
persyaratan:

a. berbentuk Kantor hukum,;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnvd bahwa organisasi tersebut
didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsmdlmgkungan_ hidup; dan

¢, lelah melaksanakan kegiatan nyata sesuai de ngan anggaran dasarnya, paling
singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 209

(1) Pemerintah Dac ;‘d. Kejuksaan Negerl Qunungmtox dan lxepohsmn Resort Nias
membentuk Tim Pe negakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya
terdirt dart unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, dan
Kepolisian Resort Nias. :

(2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana
dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati Nias
EL‘,?t'aa‘a, Kepala Kejalkksaan Negert Gunungsitoli, dan Kepala Kepolisian Resort Vias.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 210

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini, diancam dengan pidana sesual ketentuan peraturan peruncaang-
undangan. _ :
BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 211

Pembiayaan yang diperlukan untul perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan He ania Daerah Kabupaten Nias Utara; dan

b. sumber lainnya yang sah ddn tidalk i mengikat.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 212

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling la nbat
| (satu] tahun sejak Peraluran Daerah ini diundangkan.



Pasal 213

Peraturan Daerah ini raulai berlaku pada tanggal diundangkan. _
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 28 Mo 2015
BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 28 wu 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

- ttd.

IDAMAN ZEGA _
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. NIAS UTARA,
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P

ALPIUS SARUMAHA, SH. MH
NIP. 19670211 200502 1 001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyaiakan
bahwa lingkungan hidup yang baik dan schat merupakan hak asasi dan hak
konstitusiona! bhagi selinp warga negara Indonesia. Oleh karena itu, necgara,
pemerintal, dan seluruh. pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan
perlindungan dan pengelolaan linglkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan
penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pemerintahan
Daerah telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh.kepada daerah
sebagal dacrah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk
membentuk  dan  melaksanakan  kebijakan menurut prakarsa. dan aspirasi
masyarakat.

Pada hakekalnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari
pembangunan nasional, yaitu pembéngunan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,
Keberlanjutan pembangunan dapat Lerjamin apabila didukung dengan sumber daya
alam dan lingkungan yang memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alamr dan
- lingkungan, balk hayall maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi
lingkungan dan mengancam keberlangsungan dan kesimbangan ekosistem, vang
pada gilirannya akan .mengancam kelangsungan  nidup manusia.  Kondisi
lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang yang dapat menjamin keselamatan
kehidupan manusia/makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang lestari demi
generasi masa kini dan masa yang akan datang menjadi harapan yang ingin kita
capal bersama. Kondisi yang kita inginkan tersebut kini kian terancam oleh laju
pembangunan yang belum sccara  maksimal memperhatikan aspek-aspek
lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Nias Utara
adalah telah  berlangsungnya penurunan  daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang dapat mengancam keélangsungan hidup manusia serta
makhluk hidup lainnya. Permasalahan ini t(,rjadl sebagai akibat dari rendszhnya
kesadaran sebagian masyarakal Lerhadap pentingnya pengendalian lingkungan
hidup. Hal tersebut juga dipicu oleh beberapa fakior antara lain @ perubahan fungsi
dan latanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya
keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya
buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagal pihak, kurang
optimalnya pemanfaatan ruang Kota serta pencemaran lingkungan yang
diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, pertambangan, aktifitas rumah
tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat eksploitasi terhadap
sumber daya alam dan lingkungan telah memberikan efek samping yaitu tekanan
terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan
limbah baik limbah padat, cair dan emisi.

II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1

Csilenim 1elae



Pasal 2
Cukup iclas

Pasal 3
Culkup jelas

Pasal 4
Ayal (1)
FHluruf a
Cukup jelas

Fluruf b .
Cukup jelas

Hurul ¢
Culcup jelas

Flurul d
Culkup Jelas

Flurufl e :
“Gas rumah kaca” adalah gas yang terkandung dalam atmosfer
baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan
-memancarkan kembali radiasi inframerah.

“Kimisi gas rumah kaca” adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada
suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf f
Cukup jelas

FHuruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Hurufl i
Cukup jelas

Huruf
Culkup jelas

Hluruf k
Culkup jelas

Hurufl
Culkup jelas

Fluruf m
Cukup jeias



Huruf n
Cukup jelas

Huruf 0
Cukup jelas

Hurufl p
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayal (3]

Pasal 5

Cukup jelas

Culkup jelas

Pasal 6

Ayal (1}
Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupikan
kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspelk administrasi dan/ atau aspek
fungsional.
Yang dimaksud “iikoregion” adalah wilayah geografis yang merniliki
kesamaan ciri [klim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola
interaksi manusia dengan alam vang menggambdrka.n integritas sistem

alam dan lingkungan hldup :

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3}
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayal (2)
Cukup jelas

Ayal (3)
Cukup jeias

Ayal 4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Culcup jelas



Hurufl ¢

Cukup jelas

Hurul' d

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Avyat (1)
Yang

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” acalah
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam
menyesuaikan  diri  terhadap perubahan iklim, termasuk
keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi
kerusakan alkibat perubahan iklim berkurang, peluang yang
ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan
konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Yang dimaksud dengan “mitigasi "perubahan ikiim” adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan
tingkat emisi gas rumah kaca sebagai  -bentuk upaya
penanggulangan dampak perubahan iklim.

dimalksud dengan  “pengendalian  pencemaran  dan/atau

kerusakan lingkungan hidup” antara lain pengendalian:
a. Pencemaran air, udara, laut, dan tanah; dan
b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim

Ayat (2]

Cukup jelas

Ayal {3)

Cukup jeias

Pasal 11
Pasal (1]
Yang

dimaksud pengendalian  pencemaran dan/atau  kerusakan

lingkungan hidup, meliputi :
a. Pencegahan;

b. Penanggulangan,; dan

c¢. Pemulihan

Pasal (2)

Culcup jelas

Pasal [3]

Culcup jelas

Pasal [4]

Cukup jelas

DAacms) 19



ey

Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1]
Yang dimaksud “kelas air” adalah peringkat kualitas air yang dinllal
masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat {3)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Culkup jelas
Avat (2)
Huruf a
Kondisi hidrologi dan morfologi
Huruf b
Cukup jelas
Hurul ¢
Cukup jelas
Hurufd |
Cukup jelas
Ayat (3]
Culkup jelas
Ayal (4]
Culup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
' Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas



Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukunp jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat {3)
Culup jelas

Ayat (4)
Hurufl a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Hurufc o
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat ()

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat ' 1)

Culkup jelas
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas




Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “renuuha@i'adakﬂl'upaya pemu.ithan

pencemaran lingkungan
lingkungan hidup.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3]
Cukup jelas

AVRiq)
ZQ;LU<u1)jéHAS

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Culkup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasa134

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

hidup suntuk memperbaiki tutu



| Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44 |
Yang dimaksud dengan “Tier 27 adalah kategori penanggulangan keadaan
darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar wilayah kerja
pelabuhan atau di dalam wilayah kerja unit pengusahaan. minyak dan gas
~ bumi atau unit kegiatan lain, dimana tidak mampu ditangani oleh sarana, pra
sarana dan personil yang tersedia di wilayah kerja pada pelabuhan/unit
kegiatan minyak dan gas bumi/ kegiatan luin berdasarkan tingkalan tier 1
(PP N0.109 Tahun 2006). '

Pasal 45
. Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47 *
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Furul a
Cukup jetas

Hurul b

Cukup jelas
Hurul ¢ ‘ . L
Yang dimaksud dengan “biota laut” adalah selurub makhluk
hidup yang berkembang biak di dalam laut.

Hurut d
Cukup jelas

Ayat (3]
Cukup jelas

Ayal (4}
Cukup julas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas



Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas
rasal 54

Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

 Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jclas
Pasal 61
Ayal (1]
Culcup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b '
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan
untuk mengembalikan, fungsi, dan manfaat linkungan hidup
termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan
perlindungan, dan memperbaiki ¢kosistem.
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayal (3]
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

P TN P



Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
- Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1}
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Hurut b
Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemu.ihan
Qpatuk menjadisan  lingkungan hidup atau  bagian-bagiannya
berfungsi kembayt sebagaiman semula.

Huruf.c
Cukup jelas

A_‘,fal[b:%,"
“Cukup jelas

Ayat {4)
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74

L PRI VR



Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 758
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jclas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
- Hurufa
Cukup jelas
Hurul b
Yang dimaksud Gledisan ozon” adalah lapisan i atmosler pada
kKetinggian 19 - 48 km {12-30 mil] 'dl atas permukasn bumi yang
mengandung molekul-molekul ozon
Huruf ¢
Yang dimaksud “deposisi asam” adalah segala macam hujan dengan pH
di bawah 3,6, Hujan secara alami bersifat asam (pH sedikit di baw:ih ©)
karena karbondioksida di udara yang larut dengan. air hujan merailiki
bentuk sebagal asam lemah. :
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88

Cukup jelas



Pasal 89

Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud “konservasi secara mekanik” adalah  semua
perlakuan Gsik mekanis dan  pembuatan bangunan yang
ditunjukkan untuk mengurangi  aliran permukaan  guna
menelkan  erosi  dan  meningkatkan  kemampuan  (anah
mendukung usaha sccara berkelanjutan,
Huruf b _
Yang dimaksud “konservasi sccara biologi” adalah sualu cara
pengolahan tanah atau lahan miring (sengkedan) dengan
menggunakan tanaman yang dapat menunjang upaya
konservasi  tanah, yang bertujuan untuk mengembalikan
struktiur tanah yang telah rusak dan mencegah terjadinya
bahaya erosi. ‘ '
Huruf c '
Yang dimaksud “konservasi secara kimia” adalah konservasi
menggunakan bahan-bahan kimija baik organik maupun
anorganik guna memperbaiki kesuburan tanah, sifat lanah dan
menekan laju erosi.
Ayat (3]

Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98



Pg{sal 99
‘ Cukup jelas

‘Pasél 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

‘Pasal 103
- Cukup jelas

Pasal 104
Ayat {1)

!
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Pengelolaan limbah 33 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pemanfa: tan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Kewdjiban untuk g - Akukan pengelolaans B3 merupakan upaya untuk
mengurangi u]admya kemungkinan risiko terhadap lingkungan bidup
yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan linglkungan

hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk
meniimbulkan dampak negatif.

Daltar 133 sebagaimana tercantum dalan peraturan pemerintah Nomor
74 Tahun 2001 lemcmg Pengelolaan 13ahan Berbahdya dan Beracun
sehagai berilout
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